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KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.9.12.25.207 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan
Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat
dan Makanan Tahun 2025-2029;

.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan 1. Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
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Menetapkan

Kesatu

S. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 629);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan
Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
763);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029.
Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan
Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya
disebut Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
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Kedua

Ketiga

Keempat

Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran
kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. acuan bagi Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dalam
menyusun kegiatan tahun 2025-2029.

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di lingkungan Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan
Obat dan Makanan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2025

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

ALI MUHARAM
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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan
Makanan (PPSDM POM) Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada visi, misi,
tujuan, arah kebijakan, dan strategi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) 2025-2029. Dalam penyusunannya, Rencana Strategis ini juga memperhatikan
analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang ada maupun yang
mungkin timbul di masa mendatang.

Dokumen ini merupakan bentuk komitmen PPSDM POM dalam mendukung visi dan misi
BPOM untuk mewujudkan pengawasan yang berkualitas, berdaya saing, dan berbasis
kompetensi. Penyusunan Rencana Strategis ini sejalan dengan implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan PPSDM POM,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan
SDM selama lima tahun ke depan, Rencana Strategis ini juga berfungsi sebagai alat ukur
akuntabilitas dan transparansi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis BPOM.

Rencana strategis ini mencakup berbagai program dan kegiatan strategis yang dirancang
untuk memperkuat kapasitas individu dan organisasi melalui pengembangan kompetensi,
akreditasi pelatihan, serta optimalisasi pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi.
Pendekatan inovatif seperti pembelajaran berbasis kebutuhan (tailor made), pengakuan
kompetensi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), serta kolaborasi dengan
pemangku kepentingan nasional dan internasional menjadi bagian penting dari rencana ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari masukan, saran, dan
kritik yang membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana
Strategis ini, termasuk para pemangku kepentingan, mitra kerja, dan seluruh jajaran BPOM.
Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam merumuskan
kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kinerja tahunan, serta mewujudkan pengelolaan
kompetensi SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang sistematis,
terarah, dan berkesinambungan, sesuai dengan visi dan misi BPOM.

Jakarta, 5 Desember 2025
Kepala Pusat Pengembangan SDM
Pengawasan Obat dan Makanan,

Ali Muharam
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia menuju tahun 2045 sangat
dipengaruhi oleh megatrend global, yaitu perubahan besar yang terjadi di dunia yang
memiliki dampak jangka panjang. Beberapa megatrend global yang mempengaruhi
kondisi SDM Indonesia antara lain kemajuan teknologi, perubahan demografi,
globalisasi, serta tantangan perubahan iklim dan keberlanjutan

Dalam menghadapi era digital dan teknologi, perlu meningkatkan kualitas
kompetensi dengan menekankan keterampilan yang relevan seperti literasi digital,
kemampuan analisis data, kecerdasan buatan (Al), dan keterampilan teknologi
lainnya. Teknologi juga akan merubah metode pengembangan kompetensi yang
digunakan, dengan pemanfaatan platform e-learning dan pengembangan
kompetensi berbasis teknologi yang lebih fleksibel dan terjangkau. SDM di Indonesia
perlu memiliki keterampilan yang meliputi pemecahan masalah, kreativitas,
komunikasi, dan kolaborasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru
juga menjadi sangat penting.

Indonesia akan menikmati bonus demografi pada 2030-an, di mana jumlah usia
produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk
non-produktif. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, akan ada
peningkatan kebutuhan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang
mendukung gaya hidup sehat. Seiring dengan bonus demografi, gaya hidup, pola
makan, dan penyakit terkait seperti penyakit tidak menular (misalnya, diabetes,
hipertensi, obesitas) menjadi perhatian utama. Ini berimplikasi pada pentingnya
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk memastikan bahwa produk
yang beredar aman dan memenuhi persyaratan, termasuk di dalamnya edukasi
kepada masyarakat tentang cara memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang
aman dan efektif.

Dengan berkembangnya e-commerce, penjualan sediaan farmasi dan pangan
olahan melalui platform online akan meningkat pesat seiring bonus demografi.
Pengawasan produk yang dijual secara daring menjadi lebih kompleks karena
produk dapat dengan mudah masuk ke pasar tanpa melalui prosedur yang benar.
Oleh karena itu, pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan harus disesuaikan
dengan perkembangan teknologi dan transaksi digital.

SDM Indonesia perlu diberi pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan
lingkungan, karena perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi isu global
yang tak bisa dihindari. Pengembangan keterampilan dalam bidang ekonomi hijau
dan keberlanjutan akan menjadi penting. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
yang lebih efisien dan berkelanjutan membutuhkan SDM yang terampil dalam
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teknologi hijau dan berbasis alam. Pendidikan dan pelatihan dalam hal ini harus
ditingkatkan agar Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau
global.

Dengan besarnya tantangan global sampai 2045, maka BPOM harus menyiapkan
SDM unggul dan kompeten serta memiliki daya saing dalam mendukung
transformasi menuju Indonesia Emas. Upaya peningkatan kompetensi harus terus
dilakukan, sebagai bagian dari strategi perencanaan dan pengembangan pegawai
BPOM, khususnya dalam menyiapkan SDM untuk duduk dalam posisi strategis
organisasi sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi jabatan. Dibutuhkan
percepatan dalam penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas, selain itu pola
pengembangan kompetensi ke depan diarahkan untuk mendukung ekonomi hijau
dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan kompetensi yang spesifik menuntut untuk
mengembangkan  kompetensi secara  khusus melalui pengembangan
spesialisasi-spesialisasi di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Jumlah SDM BPOM sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 5.334 (lima ribu tiga
ratus tiga puluh empat) orang yang tersebar di unit kerja Pusat dan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Dari SDM yang dimiliki BPOM tersebut, masih
terdapat 13,66% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Adapun profil
pegawai BPOM dapat dilihat pada Gambar 1.

JENIS KELAMIN

30200 1sm
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Gambar 1. Profil Pegawai BPOM

BPOM sebagai organisasi yang berbasis ilmiah (scientific-based organization) harus
didukung oleh SDM yang kompeten, teknologi dan infrastruktur yang canggih,
regulasi yang berbasis ilmiah, anggaran yang memadai, serta kolaborasi dengan
stakeholder untuk menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan pangan
olahan. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi Tahun 2024, pegawai BPOM yang
dinyatakan memenuhi standar kompetensi adalah sebanyak 83,05%. Kompetensi
spesifik dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global ke depan oleh karena itu
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selain kompetensi jabatan diperlukan juga kompetensi-kompetensi spesifik dalam
bentuk spesialisasi jabatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan
olahan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya dijabarkan lebih rinci pada
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629), PPSDM POM menjadi
salah satu unit kerja mandiri setingkat Eselon Il. Sesuai dengan Peraturan BPOM,
PPSDM POM memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,
pelaksanaan, dan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan
SDM sesuai peraturan perundang-undangan.

PPSDM POM bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi
SDM Pengawas Obat dan Makanan, melalui penilaian dan sertifikasi kompetensi,
perencanaan, pengembangan serta evaluasi kompetensi SDM Pengawas obat dan
makanan, penjaminan mutu pengembangan kompetensi melalui program akreditasi,
serta pembinaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Selain itu
PPSDM POM juga bertanggung jawab dalam menerapkan dan
mengimplementasikan budaya organisasi BerAKHLAK melalui program-program
budaya organisasi dalam rangka mendukung pola pikir dan budaya ASN yang
profesional serta dapat diandalkan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program
prioritas Pemerintah, PPSDM POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya
menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Rencana
Strategis PPSDM POM ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, Rencana Strategis BPOM
2025-2029, dan perubahan lingkungan strategis pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan.

1.1.1. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis PPSDM POM Tahun 2025-2029, terdapat

beberapa dasar hukum yang menjadi landasan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
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. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987)

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
80).

. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180).
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 7
Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan
Makanan Tingkat Keahlian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1364);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);

. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1198);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan.

. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

1.1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas
Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan
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Makanan, BPOM membentuk PPSDM POM dalam rangka mendukung visi dan misi

BPOM dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM, terutama dalam

melaksanakan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPSDM POM mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi,
perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM
Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dan pembinaan Pengawas
Farmasi dan Makanan,;

2. Pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan
penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan,;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan sertifikasi
kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi
SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dan pembinaan
Pengawas Farmasi dan Makanan,;

4. Pelaksanaan administrasi pusat; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.1.3. Struktur Organisasi

Secara struktural PPSDM POM merupakan unsur pendukung yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. PPSDM
POM dipimpin oleh seorang Kepala. Susunan organisasi PPSDM POM terdiri atas
Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi
PPSDM POM sebagaimana Gambar 2.

1)\ Kepdla Sub Bagian
L / Toto Usoho

@ Kelompok Jobatan Fungsional

Gambar 2. Struktur Organisasi PPSDM POM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPSDM POM telah mengacu dan
mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Rencana Stratquis PPSDM POM 2025-2029 _ B _ 12
okumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pedoman Sistem Kerja pada BPOM. Hal ini mendorong PPSDM POM
mengupayakan strategi pembagian sistem kerja dengan membagi ke dalam Tim
Kerja yang dapat berubah setiap tahun tergantung perkembangan kebutuhan
organisasi.

1.1.4. Sumber Daya

1.1.4.1. Sumber Daya Manusia

PPSDM POM didukung oleh pegawai meliputi 56 ASN, 7 Pramubakti dan 10
pegawai tenaga alih daya. Pegawai ASN PPSDM POM per 31 Desember 2024
terdiri dari 56 (lima puluh enam) orang, antara lain 1 (satu) Kepala PPSDM POM
(Pejabat Eselon Il), 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Pejabat Eselon IV) dan
54 (lima puluh empat) Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum dengan rincian
sebagai berikut:

1) sebanyak 14 (empat belas) Widyaiswara, terdiri atas 3 (tiga) Widyaiswara
Madya, 3 (tiga) Widyaiswara Muda, serta 8 (delapan) Widyaiswara Pertama
diantaranya: 2 (dua) orang merupakan PPPK, 2 (dua) orang tugas belajar lepas
jabatan dan 1 (orang) akan diangkat kembali setelah lulus dalam tugas belajar;

2) sebanyak 11 (sebelas) Asesor SDMA, terdiri atas 2 (dua) Asesor SDMA Madya,
1 (satu) sedang dalam proses pengangkatan kembali menjadi Asesor SDMA
Muda, serta 8 (delapan) Asesor SDMA Pertama;

3) sebanyak 12 (dua belas) Analis dan Pranata SDMA, terdiri atas 1 (satu) orang
Analis SDMA Madya, 3 (tiga) orang Analis SDMA Muda, 6 (enam) Analis SDMA
Pertama, dan 1 (satu) Pranata SDM Aparatur Mahir;

4) sebanyak 1 (satu) Analis Kebijakan Pertama;

5) sebanyak 3 (tiga) Pranata Komputer Pertama;

6) sebanyak 4 (empat) Arsiparis, terdiri atas 1 (satu) Arsiparis Mahir, dan 3 (tiga)
Arsiparis Terampil (1 (satu) orang merupakan PPPK);

7) sebanyak 1 (satu) Analis Anggaran Pertama;

8) sebanyak 4 (empat) Analis dan Pranata Pengelolaan Keuangan APBN, terdiri
atas 2 (dua) Analis Keuangan APBN Pertama dan 2 (dua) Pranata Keuangan
APBN Terampil; serta,

9) sebanyak 2 (dua) Penata Laksana Barang, terdiri atas 1 (satu) Penata Laksana
Barang Terampil Pelaksana, dan 1 (satu) Calon Penata Laksana Barang
Terampil Pelaksana yang akan diangkat pada bulan Oktober.

10)sebanyak 2 (dua) Pustakawan, terdiri atas 1 (satu) Pustakawan Pertama dan 1
(satu) Pustakawan Mahir.
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Statistk SDM PPSDM POM per 31 Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada
Gambar 3 sebagai berikut.

GENERASI PEGAWAI

[Ty
A Wik PEcawal

Gambar 3. Statistik SDM PPSDM POM per 31 Desember Tahun 2024

Jumlah pegawai yang tersedia untuk menjalankan fungsi PPSDM POM masih
terdapat kesenjangan. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan jumlah eksisting
pegawai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) yang dapat dilihat dalam Gambar 4
sampai dengan Gambar 8 sebagai berikut.

s
: i i - -

Pengembang Pengambang
Widyaiswara &Ahli ‘Widvyalswara ahl Widvaiswara Ahli Teknologi Teknologi
Pertama Muda Madya Pembelajaran Ahli Pembelajaran Ahli
Pertama hMuda
m Existing 4 3 3 o n
m Calon JFT 4 ] Q Q 1]
m ABK 16 13 10 1 1

Gambar 4. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 1)
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Gambar 5. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 2)
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Gambar 6. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 3)
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Gambar 7. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 4)
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Gambar 8. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (Bagian 5)

1.1.4.2. Sarana dan Prasarana

Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM Pengawas Obat
dan Makanan, PPSDM POM terus mempersiapkan sarana dan prasarana yang
diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan mampu menjadi salah satu
Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi sebagaimana yang disyaratkan
dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020
tentang Akreditasi Pelatihan, serta sebagai Assessment Center yang terakreditasi
sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun
2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri
Sipil.

Dalam rangka Penilaian Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi Teknis

Manajerial, dan Sosial Kultural pegawai ASN BPOM, serta Pembinaan Jabatan

Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada internal dan eksternal BPOM,

diperlukan dukungan sarana dan teknologi informasi dengan kondisi yang prima.

Dengan kondisi tersebut, PPSDM POM membangun dan mengembangkan

beberapa aplikasi dan video pembelajaran untuk menunjang pelaksanaan Penilaian

Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi, serta untuk pengelolaan Jabatan

Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Adapun aplikasi yang dibangun

adalah sebagai berikut.

1) Sistem Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (SiPenaTemanku);

2) Aplikasi Penilaian Kompetensi Teknis;

3) Aplikasi Psikotes Online;

4) Sistem Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesi BPOM (SISPRO LSP
BPOM);

5) Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan (SiPandai);

6) Integrated Development and Training Information System (IDEAS);

7) Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan dan Informasi (Simphoni);

8) Aplikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PFM (e-Dupak PFM);
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9) Aplikasi Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan
Makanan Indonesia (PFMI); serta,
10) Aplikasi Pendaftaran Magang/PKL di BPOM.

Sementara itu sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah modul pengembangan
kompetensi yang tersedia yaitu sebanyak 201 (dua ratus satu) modul dan 70 (tujuh
puluh) webinar, yang diselenggarakan melalui IDEAS.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi
keberhasilan pencapaian kinerja dan berdampak dalam meningkatkan capaian
output dan outcome PPSDM POM. Sementara itu, sarana penunjang operasional
PPSDM POM seperti alat pengolah data masih belum terpenuhi sesuai jumlah
pegawai. Pemenuhan kebutuhan sarana penunjang ini dilaksanakan bertahap setiap
tahun, dengan mempertimbangkan alokasi anggaran.

1.1.5. Capaian Kinerja PPSDM POM

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Pengukuran kinerja PPSDM POM
dilakukan melalui 10 (sepuluh) sasaran kinerja. Setiap sasaran kinerja diukur
dengan menggunakan Indikator Kinerja. Rincian target kinerja kegiatan PPSDM
POM Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama PPSDM POM
Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan B Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
T R T R T R T R T R
SK 1 Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.
1.1 | Persentase 75,65 | 75 | 72,73 82 79,65 | 79 |80,39| 81 | 81,24 83 83,05
SDM BPOM (rev
yang men-
memenuhi jadi
Standar 77)
Kompetensi
(%)
1.2 | Jumlah SDM 120 530 | 537 820 716 875 | 956 | 853 | 983 | 1.000 [ 1.004
Pengawas (rev
Obat dan men-
Makanan jadi
Tersertifikasi 655)
sesuai
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Sasaran Kegiatan

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

Standar
(orang)

SK 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map
Reformasi Birokrasi BPOM 2020-2024.

2.1

Nilai
Reformasi
Birokrasi
BPOM
Manajemen
Perubahan.

4,02

4,00 | 4,56

4,30 | 4,56

4,66 | 4,66

4,71

4,95

2.1

Indeks
Reformasi
Birokrasi
BPOM Core
Values
BerAHKLAK

67,14 | 77,9

SK3

Meningkatnya SDM BPOM yang

dikembangkan kompetensinya

3.1

Presentasi
SDM BPOM
yang
dikembangkan
kompetensi-ny
a oleh PPSDM
POM

40 45,6

45 61

60 69

62

65,27

65,5 | 60,05

3.2

Jumlah
Kerjasama
Pengembang-
an
Kompetensi
yang
Ditindaklanjuti
(dokumen)

10 12

12 12

3.2

Persentase
Kerjasama
Pengembang-
an
Kompetensi
yang
Ditindaklanjuti
(%)

82 |88,23

94

100

100 100
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Sasaran Kegiatan

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

T R

T

R

SK 4 Meningkatnya kualitas Pe

ngembangan Kompetensi SDM.

4.1

Nilai
Kepuasan
Penyelengga-
raan
Pengembang-
an
Kompetensi.

4,34

4,35 | 4,53

4,40

4,60

4,45 | 4,63

4,47

4,64

4,65

4,70

4.2

Persentase
SDM
Pengawas
Obat dan
Makanan yang
meningkat
pengetahuan-
nya setelah
mendapatkan
Pengembang-
an

Kompetensi
(%)

90 100

91

99

92 98,84

93

93,16

95

95,42

SK5

Meningkatnya Kualitas La

yanan Pembina

an Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan

Makanan

5.1

Persentase
Layanan PFM
yang
dilaksanakan
tepat  waktu
(%).

50 | 74,06

55

98,95

98,95

100

5.2

Nilai
Kepuasan
Layanan
Pembinaan
PFM.

4,00 | 4,61

4,10

4,50

4,50

4,66

SK 6

Terlaksananya rencana aksi Reformasi Bi

rokrasi BPOM terkait Manajeme

n Peru

bahan sesuai Road Map

6.1

Persentase
Realisasi
Rencana Aksi
Reformasi
Birokrasi
BPOM terkait

85,71

86 96

87

87

88 | 89,58

89

89
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Sasaran Kegiatan

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

Manajemen
Perubahan
sesuai Road
Map (%).

6.1

Persentase
Realisasi
Rencana Aksi
Reformasi
Birokrasi
BPOM. terkait
Core Values
BerAKHLAK

100

107.14

SK7

Terlaksananya rencana aksi Reformasi Bi

rokrasi BPOM terkait Manajeme

n Peru

bahan sesuai Road Map

7.1

Indeks
Reformasi
Birokrasi
PPSDM POM.

88

76,57

90

85,34

85 189,15

87

88,11

91,70

88,22

7.2

Nilai AKIP
PPSDM POM.

76,65

81

76,16

83

75,09

82 | 76,62

83

77,72

80,50

79,35

7.3

Nilai
Pengelolaan
Kearsipan

97,50

99,10

7.4

Indeks
Pelayanan
Publik

3,35

3,98

7.5

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Layanan
Publik

77,0

87,90

SK 8

Tersedianya SDM PPSDM POM

yang berkinerja optimal.

8.1

Indeks
Profesionalitas
ASN PPSDM
POM

75

85,38

77

81,89

84 | 82,76

85

88,81

88,64

85,19

SK 9 Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif
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Sasaran Kegiatan

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

9.1

Indeks
Pengelolaan
Data dan
Informasi  di
PPSDM POM
yang optimal.

1,511 0,25

2,00

1,00

2,26 | 3,00

2,50 | 3,00

3,00 3,00

SK1

0 Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel

10.1

Nilai  Kinerja
Anggaran
PPSDM POM.

91,6 | 86,07

94,0

90,90

93,5 | 90,63

94,5 | 93,62

91,83 | 94,75

10.2

Tingkat
Efisiensi
Penggunaan
Anggaran
PPSDM POM
(%).

90 100

92

100

94 100

96 95

10.3

Nilai Kualitas
Pengelolaan
Barang dan
Jasa

70,00 | 85,00

10.4

Nilai
Pengelolaan
Barang Milik
Negara

88,00 | 90,86

10.5

Persentase
Realisasi
Penggunaan
Produk dalam
Negeri

60,0 | 84,14

*) Ket : B = baseline tahun 2019, T = target, R = Realisasi
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SK 1. Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan

Selama periode lima tahun terakhir, capaian indikator kinerja yang terkait dengan
peningkatan kompetensi SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
menunjukkan perkembangan positif, meskipun dalam beberapa tahun terjadi
penyesuaian target akibat dinamika kondisi organisasi dan ketersediaan sumber
daya. Capaian yang meningkat dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa
kebijakan pengembangan kompetensi SDM telah berjalan pada arah yang tepat dan
diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara nasional.

1. Persentase SDM BPOM yang Memenuhi Standar Kompetensi

Pada indikator pertama, yaitu Persentase SDM BPOM yang Memenuhi Standar
Kompetensi, terlihat tren peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2020 hingga
2024. Meskipun terdapat revisi target pada tahun 2022, capaian secara keseluruhan
menunjukkan peningkatan kapasitas kompetensi SDM. Hal ini menggambarkan
bahwa program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan—baik melalui
pelatihan teknis, sertifikasi, maupun penyegaran regulasi—mulai menghasilkan
dampak yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi SDM pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang Tersertifikasi Sesuai Standar

Indikator kedua juga menunjukkan peningkatan progresif dari segi jumlah SDM yang
telah memperoleh sertifikasi sesuai standar kompetensi. Pada tahun 2020, realisasi
berada pada angka 120 orang, dan meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi
530 orang seiring adanya percepatan pelaksanaan sertifikasi berbasis kompetensi.
Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 716 orang, meskipun
target tahun tersebut direvisi dari sebelumnya 820 menjadi 655.

Kenaikan jumlah SDM tersertifikasi terus berlanjut pada tahun 2023 menjadi 875
orang, dan meningkat lagi pada tahun 2024 hingga mencapai 1.004 orang,
melampaui target tahunan. Kinerja ini menunjukkan bahwa program sertifikasi
menjadi salah satu instrumen strategis yang efektif dalam meningkatkan standar
pengawasan obat dan makanan di berbagai lini.

SK 2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM terkait Manajemen Perubahan
sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi BPOM 2020-2024.

Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM mengalami peningkatan dan selalu mencapai
target yang ditetapkan. Peningkatan signifikan pada tahun 2022-2024. Peningkatan
ini merefleksikan bahwa terdapat penguatan budaya kerja, implementasi program
perubahan dengan lebih konsisten, serta monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi
yang lebih sistematis.
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SK 3. Meningkatnya SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya

1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM
POM

Capaian indikator menunjukkan adanya tren peningkatan pengembangan
kompetensi SDM BPOM dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian
berada pada angka 40%, kemudian naik menjadi 45,6% pada 2021, dan semakin
meningkat signifikan menjadi 69% pada 2022. Meskipun mengalami sedikit
penurunan pada tahun 2023 dimana realisasi indikator turun menjadi 65,27%, dan
capaian tahun 2024 yang mencapai 60,05%, namun tetap menggambarkan
keberlanjutan program dan komitmen pengembangan kompetensi, dan bahwa
sebagian besar SDM telah mengikuti proses peningkatan kompetensi.

Fluktuasi capaian pada 2023-2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti
penyesuaian metode pelatihan, keterbatasan anggaran, serta perluasan cakupan
sasaran SDM yang harus dikembangkan kompetensinya. Namun demikian, capaian
ini tetap mencerminkan bahwa PPSDM POM menjaga komitmen organisasi dalam
pemenuhan standar kompetensi SDM pengawasan obat dan makanan.

2. Jumlah Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti (pada tahun
2022 mengalami perubahan menjadi Persentase Kerjasama Pengembangan
Kompetensi yang ditindaklanjuti).

Indikator jumlah kerja sama menunjukkan capaian yang stabil pada periode awal
Renstra. Pada tahun 2020-2021, kerja sama yang ditindaklanjuti berada di rentang
10-12 dokumen, yang menggambarkan adanya upaya awal untuk memperkuat
jejaring kelembagaan dalam bidang pengembangan kompetensi SDM BPOM.Sejak
2022, indikator kualitas tindak lanjut kerjasama mulai diukur melalui persentase
kerjasama yang berhasil ditindaklanjuti. Perubahan ini menggambarkan pergeseran
fokus dari kuantitas kerja sama menjadi kualitas tindak lanjut kerja sama, yang
kemudian tercermin pada indikator baru berupa persentase kerja sama yang
ditindaklanjuti. Pada tahun 2022, capaian berada pada angka 88,23%, kemudian
meningkat menjadi 100% pada 2023 sampai dengan akhir tahun 2024.

Capaian 100% selama dua tahun berturut-turut menunjukkan bahwa setiap kerja
sama pengembangan kompetensi berhasil diwujudkan dalam bentuk kegiatan
konkret seperti pelatihan, peningkatan kapasitas teknis, maupun program sertifikasi.
Hal ini mengindikasikan bahwa kerja sama tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kompetensi SDM BPOM.

Rencana StrateDgis PPSDM POM 2025-2029 _ B _ 23
okumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



SK 4. Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.
1. Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

Capaian nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi selama
periode 2020-2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan
meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai kepuasan berada pada
angka 4,53, kemudian meningkat menjadi 4,60 pada 2021, dan pada tahun 2022
kembali meningkat menjadi 4,63.

Pada tahun 2023, capaian kembali meningkat menjadi 4,64, dan terus naik hingga
mencapai 4,70 pada tahun 2024. Pola peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas
penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi dari sisi pelayanan, fasilitas,
serta pengalaman peserta mengalami penguatan dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan
realisasi yang konsisten melampaui target. Hal ini mengindikasikan bahwa PPSDM
POM mampu menjaga standar mutu penyelenggaraan pelatihan, baik dari sisi
manajemen, materi, fasilitas, maupun kompetensi pengajar.

2. Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat
pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi

Indikator ini menunjukkan efektivitas program pengembangan kompetensi terhadap
peningkatan pengetahuan peserta. Secara umum, capaian dari tahun 2020 hingga
2024 menunjukkan tren yang sangat baik dan stabil pada level yang tinggi.

Pada tahun 2020, persentase peningkatan pengetahuan peserta mencapai 100%,
dari target 90%. Tren capaian tinggi ini berlanjut hingga tahun 2021 dan 2022,
dengan realisasi masing-masing sebesar 99% dan 98,84%, melampaui target yang
ditetapkan.

Pada tahun 2023, capaian mengalami sedikit penurunan menjadi 93,16%, namun
tetap berada dalam kategori sangat baik serta melampaui target tahunan. Pada
tahun 2024 capaian kembali naik menjadi 95,42%, menunjukkan bahwa mayoritas
peserta mengalami peningkatan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi.

Stabilitas capaian yang selalu berada di atas 90% menunjukkan bahwa materi
pelatihan, pendekatan pembelajaran, serta metode evaluasi yang diterapkan oleh
PPSDM POM telah mampu memberikan dampak pembelajaran yang signifikan bagi
SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
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SK 5. Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pengawas Farmasi dan Makanan

Sasaran Kinerja 5 berfokus pada peningkatan kualitas layanan pembinaan Jabatan
Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM). Capaian indikator selama
periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan kinerja yang cukup signifikan
meskipun tidak semua indikator memiliki data pada awal periode.

1. Persentase layanan PFM yang dilaksanakan tepat waktu

Pada periode 2020-2021, indikator ini belum memiliki target maupun realisasi
sehingga pengukuran kinerja belum dapat dilakukan. Pengukuran mulai dilakukan
pada tahun 2022 dengan target 50%. Realisasi pada tahun tersebut mencapai
74,06%.

Kinerja meningkat sangat signifikan pada tahun 2023, dengan realisasi 98,95% dari
target 55%, menandakan bahwa seluruh proses pembinaan telah memiliki standar
waktu yang lebih jelas, sistem monitoring yang lebih baik, serta peningkatan
kedisiplinan dalam pelaksanaan layanan. Pada tahun 2024, target meningkat
menjadi 98,95% dan realisasi mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh
layanan pembinaan PFM terlaksana tepat waktu.

Secara umum, indikator ini menunjukkan tren kinerja yang terus meningkat dan
menggambarkan semakin matangnya tata kelola serta efektivitas layanan
pembinaan fungsional PFM.

2. Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM

Seperti indikator sebelumnya, pengukuran nilai kepuasan layanan pembinaan PFM
dimulai pada tahun 2022 dengan target nilai 4,00. Realisasi pada tahun tersebut
adalah 4,61, melampaui target dan menunjukkan bahwa pengguna layanan
merasakan peningkatan kualitas pembinaan.

Pada tahun 2023, target dievaluasi dan ditingkatkan menjadi 4,10. Realisasi
mencapai 4,50, kembali melampaui target, menandakan respons positif dari
pemangku jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terhadap kualitas
pembinaan yang diterima, baik dari aspek kecepatan respons, kualitas materi
pembinaan, maupun profesionalisme pelaksana.

Pada tahun 2024, target dipertahankan pada nilai 4,50. Realisasi mencapai 4,66,
yang mengindikasikan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dan konsisten dengan
tren peningkatan kualitas layanan sebelumnya.Tingkat kepuasan layanan yang terus
meningkat menggambarkan kualitas layanan pembinaan PFM yang semakin baik.
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SK 6. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi BPOM terkait
Manajemen Perubahan sesuai Road Map

Kinerja Reformasi Birokrasi pada aspek Manajemen Perubahan menunjukkan tren
positif, mencerminkan keberhasilan BPOM dalam mengawal implementasi rencana
aksi dan adaptasi budaya kerja yang mendukung perubahan organisasi.

Secara keseluruhan, capaian pada Sasaran Kegiatan 6 selama periode 2020-2024
menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM, khususnya pada
aspek Manajemen Perubahan dan internalisasi Core Values BerAKHLAK, berjalan
efektif dan mencapai target. Kinerja yang stabil dan kecenderungan peningkatan
setiap tahun menunjukkan bahwa strategi penguatan budaya kerja, penyusunan
rencana aksi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi telah terlaksana dengan
baik.

SK 7. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi BPOM terkait
Manajemen Perubahan sesuai Road Map

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada PPSDM POM dalam kurun waktu
2020-2024 menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat dinamika
capaian pada beberapa indikator. Secara umum, tren capaian menggambarkan
peningkatan kualitas tata kelola, kinerja birokrasi, dan kepuasan masyarakat
terhadap layanan, sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi BPOM.

1. Indeks Reformasi PPSDM POM

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan fluktuasi namun dengan arah
perbaikan secara umum. Kinerja terbaik dicapai pada 2022 ketika realisasi melebihi
target, mencerminkan penguatan pada aspek manajemen perubahan dan komitmen
pimpinan. Namun pada 2024 capaian belum mencapai target yang ditetapkan. Hal
ini mengindikasikan perlunya konsistensi penguatan kelembagaan, monitoring RB,
serta peningkatan kualitas implementasi program perubahan.

2. Nilai AKIP PPSDM POM

Capaian nilai AKIP menunjukkan PPSDM POM dalam kurun waktu 2020-2024
menunjukkan konsistensi peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja. Tren
peningkatan berkelanjutan sejak tahun 2021 menggambarkan perbaikan pada
perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta pengelolaan anggaran berbasis
kinerja.

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Capaian nilai pengelolaan kearsipan yang telah melebihi target mencerminkan
keberhasilan transformasi digital, peningkatan standar pengelolaan arsip, serta
kepatuhan terhadap regulasi kearsipan nasional. Keberhasilan ini perlu
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dipertahankan melalui modernisasi sistem arsip dan peningkatan literasi kearsipan
bagi seluruh pegawai.

4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik PPSDM POM yang telah mencapai target mengindikasikan
adanya perbaikan pada aspek standar pelayanan, kecepatan layanan, kepastian
prosedur, dan kualitas respons pelayanan.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik’

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang jauh melampaui
target menunjukkan peningkatan signifikan pada persepsi masyarakat terhadap
kualitas layanan PPSDM POM. Faktor yang berkontribusi antara lain: peningkatan
akses layanan, kecepatan respons, digitalisasi layanan, serta perbaikan komunikasi
publik.

SK 8. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Indeks Profesionalitas ASN PPSDM
POM dalam periode 2020-2024 secara umum menunjukkan tren peningkatan yang
konsisten dari tahun ke tahun, yang menggambarkan bahwa PPSDM POM berhasil
mempertahankan profesionalitas ASN pada level tinggi, meskipun terdapat
fluktuasi di beberapa tahun. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap capaian positif
ini meliputi:

e Peningkatan akses pengembangan kompetensi melalui berbagai bentuk
pelatihan.
Evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja ASN.
Penguatan budaya kerja yang sejalan dengan nilai BerAKHLAK.
Penerapan kebijakan disiplin dan manajemen kinerja berbasis data.

Namun demikian, capaian tahun 2022 dan 2024 yang berada di bawah target
menjadi catatan penting untuk perencanaan ke depan, bahwa diperlukan strategi
peningkatan profesionalitas yang lebih terstruktur, termasuk optimalisasi pemetaan
kompetensi, personal development plan, serta monitoring dan evaluasi yang lebih
komprehensif.

SK 9. Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM
terintegrasi dan adaptif

Secara keseluruhan, meskipun terdapat ketertinggalan pada awal periode, tren
pencapaian memperlihatkan peningkatan progresif dan menunjukkan keberhasilan
PPSDM POM dalam memperkuat sistem operasional, termasuk TIK yang semakin
terintegrasi dan adaptif. Kedepan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah
memastikan keberlanjutan kualitas pengelolaan data dan pemanfaatan data untuk
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pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan akurat. Dengan capaian
positif di akhir periode, PPSDM POM berada pada posisi yang baik untuk
melanjutkan transformasi digital dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM dan
efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

SK 10. Terkelolanya keuangan PPSDM POM secara akuntabel

Secara keseluruhan, capaian Sasaran Kegiatan 10 menunjukkan bahwa PPSDM
POM telah berhasil menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel. Tren
peningkatan pada sebagian besar indikator—khususnya IKPA, efisiensi anggaran,
pengelolaan BMN, dan P3DN—menegaskan bahwa mekanisme perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi anggaran telah berjalan efektif.

Meski demikian, beberapa area seperti kualitas PBJ dan pengelolaan BMN masih
memerlukan konsistensi peningkatan, terutama mengingat indikator tersebut baru
mulai diukur. Hal ini dapat menjadi fokus penguatan dalam rencana strategis ke
depan melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem informasi keuangan
dan BMN, serta pengendalian internal yang lebih kuat.

1.1.6. Penghargaan PPSDM POM

Pada tahun 2020 - 2024, PPSDM POM mendapat beberapa penghargaan sebagai

salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja PPSDM POM. Penghargaan -

penghargaan tersebut antara lain:

a. Akreditasi A sebagai Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi dari Badan
Kepegawaian Negara, masa berlaku 2021 s.d 2026;

b. Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi
(BNSP) tahun 2021 s.d 2026;

c. Penghargaan Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terbaik | Kategori Adaptive
Learning Strategy dengan Tema Pengembangan Metode dan Bentuk
Pengembangan Kompetensi Non Klasikal Klasifikasi Pemerintah Pusat dari
Lembaga Administrasi Negara pada Tanggal 8 Agustus 2023;

d. Penghargaan The Highest Score Indeks BerAKHLAK dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tanggal 14
Desember 2023;

e. PPSDM POM sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Memperoleh
Akreditasi Kategori Bintang 1 dari Lembaga Administrasi Negara dengan
Sertifikat Nomor 1027/K.1/PDP/09 Tanggal 14 November 2022 dan Masa Berlaku
5 (Lima) Tahun sampai 2027;

f. Program Pelatihan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Memperoleh
Akreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara dengan Sertifikat Nomor
1028/K.1/PDP/09 Tanggal 14 November 2022 dan Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun
sampai 2027;

g. Program Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Memperoleh

Akreditasi B dari Lembaga Administrasi Negara dengan Sertifikat Nomor
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1382/K.1/PDP/09 Tanggal 24 Oktober 2023 dan Masa Berlaku 3 (Tiga) Tahun
sampai 2026;

. PPSDM POM sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis
Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Memperoleh Akreditasi Kategori
Terakreditasi dari Lembaga Administrasi Negara dengan Sertifikat Nomor
1381/K.1/PDP/09 Tanggal 24 Oktober 2023 dan Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun
sampai 2028;

Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Memperoleh
Apresiasi dan Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/111/M.SM.02.00/2024 Tanggal 2
Februari 2024 Hal Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Farmasi
dan Makanan;

Standar Kompetensi Jabatan Dukungan Manajemen Memperoleh Apresiasi dan
Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi melalui Surat Nomor B/278/M.SM.02.00/2024 Tanggal 16 April 2024 Hal
Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Dukungan Manajemen;

. Penghargaan dari Pemerintah Kota Batam atas Kerjasama Pelaksanaan
Asesmen Pejabat Eselon IV dan Jabatan Fungsional Ahli Muda Tahun 2023;
Penghargaan Peringkat I BKN Award Kategori Elemen Implementasi
Manajemen ASN: Pengembangan Kompetensi Non Kementerian Tipe Besar dari
Badan Kepegawaian Negara pada Tanggal 30 Mei 2023;

. Penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
Kategori Sangat Baik dengan Nilai 400 (Tertinggi) dari Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) pada tanggal 17 Mei 2024.

. Jurnal Eruditio yang dikelola oleh PPSDM POM mendapat akreditasi Sinta 5
yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun
2024.

. Penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi
dan Makanan

. Telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.24 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan

. Telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.01 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi
Jabatan Pelaksana.

1.1.7. Ekspektasi/Aspirasi Stakeholder

PPSDM POM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa
stakeholder yang berkaitan, seperti LAN, Kementerian PAN dan RB, BKN dan
lain-lain. Stakeholder ini memiliki beberapa ekspektasi terhadap PPSDM POM
seperti tersusunnya dokumen kebijakan Pengelolaan SDM di BPOM serta
Pembinaan Jabatan Fungsional PFM, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Perundang-Undangan serta hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi
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sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi. Selain itu stakeholder PPSDM
adalah pegawai BPOM atau non BPOM yang menerima layanan PPSDM POM,
ekspektasi stakeholder ini adalah terlaksananya kegiatan pengembangan
kompetensi sesuai dengan standar/pedoman yang ditetapkan.

Selain itu, setiap tahunnya PPSDM POM melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP)
dengan mengundang perwakilan dari stakeholder. Dalam kegiatan FKP tersebut,
para stakeholder dapat menyampaikan aspirasi atau masukan terhadap
layanan-layanan yang dimiliki oleh PPSDM POM yang nantinya masukan tersebut
akan dikaji kembali oleh PPSDM POM dan akan diterbitkan dalam bentuk Standar
Pelayanan PPSDM POM.

Berdasarkan data hasil survei dari stakeholder pada tahun 2024 dan 2025 semester
1 (satu), saran dan masukan dengan 3 (tiga) urutan paling banyak berturut-turut
adalah: penyelenggaraan pelatihan (metode, jadwal, evaluasi, refreshment)
sebanyak 18%, prosedur dan layanan uji kompetensi sebanyak 17%, dan
pengembangan aplikasi (fitur dan integrasi) sebanyak 15%. Adapun data detail
dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Penambahan kuota
pesertanon BPOM

3%
Perbaikan prosedur

penerbitan sertifikat __ Kolaborasi Penyelenggaraan
kompetensi W 3% Pelatihan [metode,

204 \ jadwal, evaluasi,
_refreshment)
18%

PKPA
5% _

PKL/Magang
6%

Penambahan koleksi_
Perpustakaan

8%

Penambahan
materi/modul IDEAS _/
A%

Respon PIC Kegiatan
9%

_Prosedur dan Layanan
Uji Kompetensi
17%

Sosialisasi Layanan
PPSDM
12%

Gambar 9. Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat berdasarkan hasil
survei SKM/SPAK/SPKP

Berdasarkan hasil klasterisasi saran diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan
harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengelolaan kompetensi oleh
PPSDM POM adalah:
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1. PPSDM POM diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan
pengembangan kompetensi baik dari segi penjadwalan, metode pelaksanaan,
dan evaluasi pemanfaatan peserta pelatihan.

2. PPSDM POM diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan uji
kompetensi dan kepastian timeline sertifikat hasil uji kompetensi/sertifikat
kompetensi.

3. PPSDM POM diharapkan dapat mengembangkan aplikasi dan mengintegrasikan
dalam sistem di BPOM.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPSDM POM merupakan unit kerja
yang dibentuk untuk mendukung visi dan misi BPOM terutama dalam
mengembangkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. Tujuan utama
PPSDM POM adalah untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi
melalui pendekatan pembelajaran yang efektif, termasuk penggunaan teknologi.
Sedangkan mengacu kepada dokumen "Keputusan Kepala BPOM Tahun 2023
Nomor 434 tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan
2045," Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki visi untuk menjadi lembaga
pengawas farmasi dan pangan olahan kelas dunia pada tahun 2045. Visi ini
menempatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah
satu prioritas strategis. Unit kerja PPSDM POM memiliki peran krusial dalam
mewujudkan tujuan ini melalui pengembangan kompetensi ASN yang relevan
dengan tantangan global dan lokal dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan
olahan.

Pentingnya dilakukan analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi
PPSDM POM agar dapat mendukung ketercapaian tujuan strategis. Analisis potensi
dilakukan agar dapat mengidentifikasi peluang dan analisis permasalahan dapat
memitigasi risiko atau antisipasi yang tepat agar tidak menghambat pencapaian
tujuan. Dari hasil analisis akan didapatkan langkah-langkah yang tepat
mengembangkan strategi yang berbasis pada potensi dan kondisi nyata, sehingga
lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan organisasi BPOM.

Selain itu, analisis terhadap peluang dan tantangan akan menghasilkan kerangka
yang dapat disesuaikan agar strategi dan langkah-langkah yang diambil tetap
relevan terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal, termasuk
Peraturan-Perundang Undangan terkait.

1.2.1 Isu Internal

a. Kesenjangan Kompetensi SDM
Kesenjangan kompetensi di internal mengacu pada perbedaan signifikan dalam
kemampuan dan keterampilan pegawai yang dapat mempengaruhi efisiensi serta
efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kesenjangan ini
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berhubungan erat dengan tugas dan fungsi setiap pegawai terutama pada
jabatan yang dipangkunya. Pegawai yang kurang kompeten berisiko membuat
kesalahan dalam pengawasan, terutama dalam mendeteksi pelanggaran regulasi
atau memastikan keamanan produk. Selain itu pegawai yang tidak memahami
teknologi modern atau regulasi internasional sulit mengikuti dinamika perubahan,
seperti munculnya produk inovatif atau tren global. Sehingga perlu diadakannya
identifikasi atas kesenjangan ini untuk memastikan setiap personil pengawas
sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan standar yang sudah
ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024, persentase pegawai BPOM yang
memenuhi standar kompetensi adalah sebesar 83,05%. Secara umum capaian
kompetensi SDM BPOM berada pada level 4 dan level 5, dan belum tercapai
secara komprehensif untuk semua unit kompetensi sebagaimana dapat dilihat
pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian kompetensi per level

89% 88% 91% 82% 81% 78% 82% 86% 85%
5% 82% 81% 7% 74% 4% 74% 4% 67%

Terhadap SDM BPOM yang ada di level 4 dan level 5 dan belum maksimalnya
pencapaian kompetensi dilakukan intervensi melalui kegiatan pemberian umpan
balik atas hasil penilaian kompetensi. Kegiatan pemberian umpan balik ini
menjadi aktivitas yang membantu SDM BPOM untuk lebih memahami hasil
penilaian kompetensi sehingga mereka dapat menyiapkan diri dalam
pelaksanaan uji kompetensi ulang, sebagai bentuk upaya dalam memperbaiki
hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

b. Keterbatasan Anggaran
Sesuai dengan kebijakan terhadap program kegiatan dan anggaran untuk dan
adanya penyesuaian terhadap kebijakan tersebut, maka PPSDM POM memiliki
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tugas yang berat untuk memastikan agar pengembangan kompetensi tetap
berjalan sesuai dengan sasaran menggunakan anggaran yang ada.
Perencanaan pengembangan kompetensi yang disusun perlu disesuaikan
dengan anggaran yang tersedia. Selain itu perlu diidentifikasi kegiatan
pengembangan kompetensi yang prioritas dan tidak agar tetap sejalan dengan
sasaran strategis BPOM. Dengan adanya keterbatasan anggaran ini diharapkan
tidak membuat kesenjangan kompetensi pegawai semakin besar. Namun tetap
menghasilkan kinerja yang baik.

Perbandingan anggaran PPSDM POM Tahun 2024 sd 2026 cenderung menurun
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Anggaran Tahun 2024, 2025, dan 2026
(di luar anggaran belanja pegawai)

Tahun 2024 2025 2026
42.779.784000 10.493.984.000 11.649.590000
(setelah blokir) (setelah blokir) (Pagu RKAKL)

Anggaran

Keterbatasan anggaran ini mengubah strategi pembelajaran dari luring menjadi
daring atau blended learning (kombinasi antara daring dan luring). Pemanfaatan
metode pengembangan kompetensi non klasikal yang lebih luas melalui
peningkatan partisipasi pada kegiatan non klasikal seperti webinar dan program
pembelajaran jarak jauh. Pola ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi
pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tanpa harus
meninggalkan tugas pokok, sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan
jumlah pegawai yang dikembangkan kompetensinya.

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi sebaiknya dilakukan dengan baik dari hulu ke hilir,

dimulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Hasil dari evaluasi akan

memberikan informasi yang akurat tentang sebuah kegiatan pengembangan

kompetensi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebagai

berikut:

1. Mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan oleh pengembangan
kompetensi terhadap kinerja individu maupun organisasi.

2. Sebagai tambahan data dalam pengambilan keputusan yang berhubungan
dengan strategi organisasi.

Mengingat pentingnya evaluasi dan tindak lanjut dalam pengembangan

kompetensi, maka perlu memperhatikan tools yang memadai dalam melakukan

evaluasi.

Isu pengarusutamaan gender sebagai salah satu bahan evaluasi dalam

mengembangankan metode pembelajaran e-Learning Pengarusutamaan

Gender, semakin banyak pegawai baik di level pimpinan dan staf di seluruh

fungsi yang memiliki pemikiran yang responsif gender. Pemikiran yang responsif
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gender akan mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender yang
merupakan salah satu mainstreaming dalam RPJMN. Harapannya, dengan
seiring berjalannya waktu mulai dari penyusunan kebijakan untuk internal dan
eksternal, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
pelaporan dan pengawasan kegiatan diharapkan dapat semakin mengurangi
kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat di bidang pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan.

d. Spesialisasi Jabatan Fungsional PFM
Berdasarkan Grand Design Human Capital Management BPOM 2045, dimana
terwujudnya pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan vyang
meningkatkan bangsa bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur yaitu dengan
adanya World Class Expert.
1. Food and Drug Expert sebagai narasumber pembelajaran di tingkat global.
2. BPOM Digital Corporate University sebagai tempat rujukan di tingkat global.

Pentingnya pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan
spesialisasi tertentu untuk memastikan standar dan regulasi global, seperti yang
ditetapkan oleh WHO, ASEAN, dan FDA, terus berkembang dan semakin teknis
dapat capai. SDM dengan spesialisasi tertentu diperlukan untuk memahami dan
mengimplementasikan standar ini.

Sampai dengan Tahun 2024, sebanyak 4.730 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh)
pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan
keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis.
Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan sebanyak 75% (tujuh puluh
lima persen) dari pegawai tersebut, yaitu sebanyak 1.226 (seribu dua ratus dua
puluh enam) pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, 1.126 (seribu
seratus dua puluh enam) pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 441
(empat ratus empat puluh satu) pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan,
397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) pegawai dengan spesialisasi fungsi
penindakan, 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pegawai dengan spesialisasi fungsi
penilaian, 98 (sembilan puluh delapan) pegawai dengan spesialisasi fungsi
standarisasi, dan 16 (enam belas) pegawai dengan spesialisasi fungsi
pemantauan yang tersebar di pusat dan juga daerah. Kompetensi teknis maupun
spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai
keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis
bukti ilmiah.

Kebijakan pengelolaan spesialisasi Jabatan Fungsional PFM ini dikembangkan
tidak hanya mencakup 6 (enam) fungsi namun diperluas menjadi 34 (tiga puluh
empat) spesialisasi Jabatan PFM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 29
Tahun 2025 seperti pada Tabel 4.
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Tabel 4. Spesialisasi Jabatan Fungsional PFM

No Fungsi Pengawasan Spesialisasi Jabatan Fungsional
Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan
1 Standarisasi Obat dan | 1. Analis Regulasi Obat
Makanan 2. Analis Regulasi Obat Bahan Alam,
Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi
3. Analis Regulasi Kosmetik
4. Analis Regulasi Pangan
2 Penilaian Obat dan | 1. Evaluator Obat
Makanan 2. Evaluator Uji Klinik Obat
3. Evaluator Produk dan Iklan Obat Bahan
Alam, Suplemen Kesehatan, dan Obat
Kuasi
4. Evaluator Uji Praklinik dan Uiji Klinik
Obat Bahan Alam, Suplemen
Kesehatan, dan Obat Kuasi
5. Evaluator Kosmetik
6. Evaluator Pangan Olahan
3 Pemeriksaan Obat dan | 1. Inspektur CPOB
Makanan 2. Inspektur CDOB
3. Inspektur CUKB
4. Evaluator Pengawasan Obat dan
Nappza
5. Inspektur Farmakovigilans
6. Inspektur CPOTB
7. Inspektur Obat Bahan Alam, Obat Kuasi
dan Suplemen Kesehatan
8. Inspektur Kosmetik
9. Inspektur Keamanan Pangan
10. Analis Risiko Keamanan Pangan
11. Pengawas Obat dan Makanan Daerah
4 Penindakan Obat dan | 1. Penyidik Obat dan Makanan
Makanan 2. Analis Intelijen Obat dan Makanan
3. Analis Siber Obat dan Makanan
4. Digital Forensik Spesialis
5. Analis Pencegahan Kejahatan Obat dan
Makanan
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No Fungsi Pengawasan Spesialisasi Jabatan Fungsional
Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan

5 Pengujian Obat dan | 1. Analis Laboratorium Kimia
Makanan 2. Analis Laboratorium Biologi
3. Analis Laboratorium Kalibrasi

6 Penyuluhan Obat dan
Makanan.

Penyuluh Obat dan Makanan

Analis Pengaduan Obat dan Makanan
Analis Keterbukaan Informasi Publik
Analis Advokasi Obat dan Makanan
Fasilitator Pemberdayaan UMKM Obat
dan Makanan

ARl

Kebijakan spesialisasi menjadi dasar dalam pengembangan modul,
pengembangan kompetensi maupun pengembangan karier Jabatan Fungsional
PFM ke depan. Penguatan kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan
Fungsional PFM merupakan strategi utama dalam meningkatkan efektivitas
pengawasan serta pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ilmu
pengetahuan dan teknologi. Tantangan seperti munculnya produk inovatif, bahan
dan kontaminan baru, serta kebutuhan akan metodologi pengujian terkini, serta
pengawalan terhadap program prioritas Presiden MBG menuntut penguatan
kapabilitas SDM secara berkelanjutan.

e. Pemutakhiran Penilaian Kompetensi

Untuk mendukung birokrasi yang progresif, responsif, dan partisipatif melalui
tugas pelayanan publik dan tugas pemerintahan, setiap Aparatur Sipil Negara
(ASN) dituntut untuk profesional dalam bidangnya serta mampu menjamin
akuntabilitas jabatannya. Dalam pelaksanaan sistem merit dalam manajemen
ASN, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN.
Standar Kompetensi ini juga digunakan dalam pengembangan kompetensi dan
penilaian kompetensi ASN. Dalam Untuk menjamin kualitas penilaian
kompetensi, akreditasi merupakan suatu alat untuk menjamin mutu PPSDM
POM. Aspek yang menjadi bagian dari penerapan mutu dalam penyelenggaraan
Penilaian Kompetensi PPSDM POM mengacu pada Peraturan BKN Nomor 26
Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS. Hal
ini meliputi aspek organisasi, Sumber Daya Manusia, dan metode penilaian.
Aspek ini selalu dikawal guna melaksanakan perbaikan berkelanjutan serta
mempertahankan kelayakan sebagai lembaga penyelenggara penilaian yang
kredibel.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PPSDM POM secara konsisten
melaksanakan penilaian, pengembangan, dan sertifikasi kompetensi SDM. Hasil
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penilaian kompetensi periode 2020-2024 menjadi dasar dalam merancang
program pengembangan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
Hingga tahun 2024, sebanyak 83,05% (delapan puluh tiga koma nol lima persen)
SDM BPOM dinyatakan kompeten sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu
PPSDM POM juga terus mempertahankan akreditasi lembaga penilaian,
pelatihan maupun sertifikasi kompetensi secara konsisten setiap tahunnya.

f. Optimalisasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPOM

Untuk mendukung pengembangan SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan yang kompeten dan profesional, BPOM menyiapkan SDM
Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang kompeten dan
profesional melalui kegiatan sertifikasi kompetensi SDM baik dari kalangan
industri, Aparatur Sipil Negara, maupun masyarakat yang bergerak di bidang
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Sesuai dengan lisensi yang
dimiliki dari BNSP, LSP BPOM sebagai LSP P2 melakukan sertifikasi bagi
peserta pelatihan berbasis kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi SDM di
bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan pengembangan standar
kompetensi kerja di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. LSP BPOM
sudah melakukan sertifikasi sejak tahun 2020 dengan capaian Jumlah SDM
POM vyang tersertifikasi sesuai standar sejak 2020 sampai dengan 2024
sebanyak 4.196 (empat ribu seratus sembilan puluh enam), sebagaimana dapat
dilihat pada Gambar 10.

Trend Capalan KU
Jumlah 5DM POM vang
tersertifikasi sesuai Standar

2500
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m Target (arang) 530 G55 875 853 1000

m Aealisasi (orang) 537 716 956 583 1004

B Capailan {%) 101, 32% 108,31% 109, 26% 115,24™ 100,40

Gambar 10. Capaian Jumlah SDM POM tersertifikasi Tahun 2020 sd 2024

Pencapaian ini mencerminkan komitmen PPSDM POM dalam membangun SDM
yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan
kompetensi dan pengalaman teknis yang solid, BPOM mampu merancang
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strategi pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan inovatif,
demi menjamin perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal. Hal ini
memperkuat posisi BPOM sebagai institusi yang terus bertransformasi mengikuti
kemajuan teknologi dan kebutuhan zaman.

g. Keterbatasan Infrastruktur

Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya dalam
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Saat ini, distribusi laboratorium
modern yang dapat mendukung pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan
secara akurat masih belum merata, terutama di daerah terpencil dan perbatasan.
Laboratorium dengan teknologi canggih seperti analisis genomik, spektrometri
massa, dan metode deteksi cepat sering kali hanya tersedia di pusat atau daerah
tertentu, sementara pengawasan di daerah mengandalkan fasilitas yang minim.
Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam mendeteksi produk ilegal atau tidak
memenuhi standar di daerah-daerah dengan risiko tinggi. Selain itu, infrastruktur
digital untuk mendukung smart system pengawasan berbasis data juga masih
belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga mempersulit koordinasi antar wilayah.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi dalam modernisasi
laboratorium dan perluasan infrastrukturnya ke seluruh wilayah Indonesia. Selain
itu, pengembangan infrastruktur digital yang terintegrasi, termasuk platform
berbasis cloud untuk berbagi data, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi
dan akurasi pengawasan. SDM pengawasan yang kompeten dalam
mengoperasikan teknologi modern juga menjadi kebutuhan mendesak apabila
pemenuhan infrastruktur dilakukan agar infrastruktur yang ada dapat
dimanfaatkan secara maksimal. Dengan infrastruktur yang memadai,
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat dilakukan secara lebih
merata, cepat, dan andal di seluruh Indonesia.

1.2.2 Isu Eksternal

a. Kompleksitas Produk Obat dan Makanan
Perubahan pola konsumsi masyarakat serta munculnya produk-produk baru
menjadi salah satu tantangan utama dalam pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi, tren gaya
hidup, serta kebutuhan pasar yang terus berubah. Perkembangan teknologi
khususnya dalam pembuatan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang
semakin canggih, seperti bioteknologi atau nanoteknologi, digunakan untuk
memproduksi makanan atau obat-obatan. Sehingga dengan adanya
kompleksitas dari produk-produk ini membutuhkan pengujian keamanan
tambahan yang lebih kompleks dan biaya tinggi. Selain itu, SDM pengawasan
harus memiliki pemahaman mendalam tentang standar global seperti WHO dan
Codex Alimentarius untuk memastikan keselarasan regulasi di dalam negeri dan
pengawasan yang efektif. Dengan banyaknya variasi produk baru, BPOM harus
meningkatkan kapasitas pengujian, pengawasan, dan sertifikasi.
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b. Kesenjangan Digital

Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan dalam pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan ke depan. Transformasi digital merupakan
kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menyiapkan Indonesia Emas 2045.
Sehingga perlunya transformasi digital yang merata diseluruh SDM BPOM.
Mengingat besarnya dampak perkembangan teknologi pada bidang pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan, diharapkan seluruh SDM BPOM memiliki
pengetahuan digital. Berbagai teknologi tersebut menghadirkan peluang besar
untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko, sekaligus membawa
tantangan yang signifikan dalam pengawasan apabila SDM BPOM tidak
menguasai berbagai teknologi canggih tersebut. Sistem pengawasan berbasis
big data memerlukan integrasi data masif dari berbagai sumber, menuntut
infrastruktur digital yang handal serta keahlian dalam analisis data. Dengan
transformasi digital yang merata, SDM di pusat dan daerah dapat menggunakan
teknologi modern seperti sistem pelacakan berbasis blockchain, big data
analytics, atau aplikasi pengawasan digital untuk memantau distribusi sediaan
farmasi dan pangan olahan. Sehingga meningkatkan kemampuan untuk
mendeteksi lebih dini potensi penyimpangan dalam distribusi obat dan makanan,
termasuk di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit diawasi. Selain itu, adaptasi
terhadap teknologi baru membutuhkan program pelatihan dan pembelajaran
yang berkelanjutan untuk memastikan SDM pengawasan tidak hanya mampu
menggunakan teknologi, tetapi juga dapat memaksimalkan manfaatnya dalam
mengidentifikasi risiko, mendeteksi pelanggaran, dan mempercepat pengambilan
keputusan. Meskipun BPOM telah memiliki platform pembelajaran digital melalui
IDEAS (Integrated Development and Training Information System) dengan data
tahun 2024 tercatat 81,70%, atau 3.944 pegawai BPOM belajar melalui platform
IDEAS, dan meningkatkan pada tahun 2025, dimana sampai dengan bulan
Oktober 2024, tercatat 95,1% pegawai BPOM, atau sebanyak 6.222 pegawai
BPOM menggunakan IDEAS untuk belajar, BPOM harus terus meningkatkan
kompetensi digital SDM sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan integrasi
teknologi yang optimal dan dukungan SDM yang kompeten, pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan dapat berjalan lebih efisien dan akurat di
masa depan.

c. Perubahan Regulasi dan Perubahan Standar Global
BPOM menghadapi tantangan untuk menyelaraskan pengawasan sediaan
farmasi dan pangan olahan dengan regulasi internasional yang terus
berkembang. Perubahan regulasi dan standar internasional yang cenderung
sering terjadi seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi
tantangan dalam upaya pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
menuju 2045. Globalisasi perdagangan membuat Indonesia perlu memastikan
bahwa produk sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri tidak hanya
memenuhi standar nasional, tetapi juga memenuhi dan mampu bersaing dengan
standar internasional. Harmonisasi regulasi ini penting untuk menjaga
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kepercayaan pasar internasional sekaligus mencegah masuknya produk yang
tidak memenuhi standar ke Indonesia. Meskipun demikian, tantangan utama
terletak pada ketidakseragaman implementasi regulasi di tingkat daerah dan
pusat, yang sering kali menyebabkan celah dalam pengawasan. Selain itu,
kecepatan perubahan teknologi dalam produksi sediaan farmasi dan pangan
olahan memaksa regulasi untuk terus diperbarui agar tetap relevan. Hal ini
memerlukan peningkatan kompetensi SDM berstandar global. Regulasi
internasional seperti standar dari WHO, ASEAN, dan FDA terus diperbarui untuk
mengakomodasi perkembangan teknologi dan inovasi di bidang sediaan farmasi
dan pangan olahan. Untuk menyelaraskan dengan standar ini, BPOM perlu
memastikan bahwa SDM mampu memahami dan mengimplementasikan regulasi
tersebut.

d. Ancaman Keamanan Obat dan Makanan

Sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan obat dan makanan
yang dikonsumsi oleh masyarakat, BPOM juga harus memperhatikan risiko
keamanan produk. Berbagai tantangan pengawasan yang tidak dikelola dengan
baik, serta perubahan regulasi yang belum optimal implementasinya sering kali
berkontribusi pada meningkatnya risiko keamanan produk sediaan farmasi dan
pangan olahan, termasuk peredaran produk ilegal, produk palsu, dan produk
dengan kandungan bahan berbahaya. Selain itu meningkatnya kasus
kontaminasi mikroba, residu dari bahan kimia berbahaya, dan paparan logam
berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium dalam makanan akibat pencemaran
lingkungan, hingga penggunaan bahan pengemas yang tidak sesuai standar
keamanan pangan, seperti plastik daur ulang atau kemasan yang melepaskan
senyawa kimia berbahaya. Adanya ancaman ini memerlukan peningkatan
kapasitas SDM yang mampu mencegah berupa sistem deteksi dini yang berbasis
teknologi, peningkatan kapasitas laboratorium untuk analisis mendalam, serta
penguatan regulasi di sektor perdagangan digital. Selain itu, SDM BPOM juga
perlu dibekali pengetahuan agar mampu mendeteksi ancaman baru seperti
mikroba resisten antibiotik atau kontaminasi bahan kimia yang kompleks.

e. Perubahan Iklim
Perubahan iklim memberikan dampak signifikan pada pengawasan sediaan
farmasi dan pangan olahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Perubahan pola iklim dalam industri pangan, seperti peningkatan suhu, curah
hujan yang tidak menentu, dan peningkatan tingkat bencana alam, dapat
mengganggu produksi pangan dan menyebabkan kontaminasi bakteri patogen
seperti Salmonella dan E. coli. Selain itu, penggunaan pestisida yang lebih
intensif dapat meningkatkan residu kimia. Pada industri obat, suhu ekstrem dan
kelembaban tinggi dapat mempengaruhi stabilitas dan kualitas produk obat,
terutama produk sensitif seperti vaksin dan antibiotik. Selain itu, gangguan
distribusi akibat bencana alam dapat menghambat aksesibilitas obat, sementara
perubahan pola penyakit dapat meningkatkan kebutuhan terhadap obat-obatan
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tertentu yang sebelumnya jarang digunakan. Pemanasan global menyebabkan
toksin alami yang meningkat dalam makanan laut, dan kekurangan air bersih
mempengaruhi produksi sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu, masalah
ini berdampak pada sumber daya air dan laut. Masalah tambahan terletak pada
harmonisasi regulasi. Dengan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif,
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat tetap menjamin
keamanan dan kualitas produk di tengah dinamika perubahan iklim.

f. Bonus Demografi

Bonus demografi menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam
pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan sediaan
farmasi dan pangan olahan. Dengan dominasi generasi muda dalam struktur
populasi, terdapat potensi besar untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif
dan inovatif. Namun, agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal,
diperlukan strategi pengembangan SDM yang sesuai dengan karakteristik
generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dan membutuhkan metode
pembelajaran yang interaktif serta berbasis digital. Dalam konteks pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan, generasi muda perlu dibekali dengan
keahlian teknis yang relevan dengan kebutuhan global, seperti kemampuan
analisis risiko, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan, dan
penyesuaian terhadap standar internasional. Tantangan lain adalah memastikan
keberlanjutan transfer pengetahuan antara generasi, sehingga pengalaman dan
keahlian tenaga kerja senior dapat diwariskan secara efektif. Selain itu, bonus
demografi memerlukan perencanaan SDM yang berkesinambungan untuk
mengantisipasi potensi kelebihan tenaga kerja, termasuk melalui penyediaan
program pelatihan dan pengembangan karier yang relevan. Dengan strategi yang
tepat, bonus demografi dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat
kapasitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, sekaligus
memastikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan produk bagi masyarakat.

g. Jejaring dan Kerja Sama dalam Penguatan SDM

Kebutuhan akan meningkatkan kompetensi SDM pengawasan sediaan farmasi
dan pangan olahan tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh PPSDM POM,
namun dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan
berbagai lembaga pelatihan lainnya seperti Lembaga Pelatihan Pemerintah,
Lembaga Pelatihan Internasional, Lembaga Akademik dan Universitas, ataupun
Industri dan Asosiasi Profesional. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan
pelatihan (diklat) lainnya merupakan langkah strategis untuk memperkuat
kapasitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Upaya ini
melibatkan sinergi antara lembaga pengawasan, institusi pelatihan, dan mitra
strategis guna mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kompetensi serta
kualitas pengawasan.
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Dari isu internal dan eksternal tersebut dilakukan analisis SWOT PPSDM POM

sebagai berikut:

Strengths

1. Dukungan Regulasi
PPSDM POM memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan fungsi
pengembangan kompetensi aparatur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang ASN dan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2021 mendorong instansi
pemerintah memperkuat manajemen talenta ASN. Dukungan ini diperkuat
melalui Keputusan Kepala BPOM No. 318 Tahun 2025 yang menjadi
pedoman formal bagi pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan dan
pendidikan. Hal ini menunjukkan posisi PPSDM POM sebagai policy enabler
bagi peningkatan kapabilitas SDM BPOM di seluruh Indonesia.

2. Teknologi Digital dalam Meningkatkan Kompetensi SDM Pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Pemanfaatan teknologi digital dalam peningkatan kompetensi SDM
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan didukung dengan adanya
Learning Management System (LMS) IDEAS (Integrated Development and
Training Information System) yang dimiliki PPSDM POM. Pada tahun 2024
tercatat 81,70%, atau 3.944 pegawai BPOM belajar melalui platform IDEAS.
Data tersebut meningkatkan pada tahun 2025, dimana sampai dengan bulan
Oktober 2024, tercatat 95,1% pegawai BPOM, atau sebanyak 6.222 pegawai
BPOM menggunakan IDEAS untuk belajar. Sistem ini memungkinkan
pelatihan daring lintas wilayah dengan efisiensi biaya +30% dibandingkan
pelatihan tatap muka. Dengan fitur learning analytics, IDEAS memudahkan
monitoring capaian pelatihan dan personalisasi pembelajaran.

3. Kolaborasi Global dalam Memperluas Kerjasama di bidang Pengetahuan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Dalam tiga tahun terakhir, PPSDM POM telah berpartisipasi dalam kerja
sama internasional dengan lembaga seperti WHO, US FDA, PSI, USP, dan
banyak mitra luar negeri lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan benchmarking
terhadap competency framework global dan penyusunan modul bersama
dalam bidang risk-based inspection dan regulatory science.

4. SDM Kompeten, Profesional serta Spesialisasi Jabatan yang sesuai Fungsi
Sampai dengan Tahun 2024, sebanyak 4.730 (empat ribu tujuh ratus tiga
puluh) pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi
teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau
keterampilan teknis. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan
sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari pegawai tersebut, yaitu
sebanyak 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) pegawai dengan
spesialisasi pada fungsi pengujian, 1.126 (seribu seratus dua puluh enam)
pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 441 (empat ratus empat
puluh satu) pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan, 397 (tiga ratus
sembilan puluh tujuh) pegawai dengan spesialisasi fungsi penindakan, 233
(dua ratus tiga puluh tiga) pegawai dengan spesialisasi fungsi penilaian, 98
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(sembilan puluh delapan) pegawai dengan spesialisasi fungsi standarisasi,
dan 16 (enam belas) pegawai dengan spesialisasi fungsi pemantauan yang
tersebar di pusat dan juga daerah. Kompetensi teknis maupun spesialisasi
tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan
produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah.
Kebijakan pengelolaan spesialisasi Jabatan Fungsional PFM ini
dikembangkan tidak hanya mencakup 6 (enam) fungsi namun diperluas
menjadi 35 (tiga puluh lima) spesialisasi Jabatan PFM yang menjadi dasar
dalam pengembangan modul, pengembangan kompetensi maupun
pengembangan karier Jabatan Fungsional PFM ke depan.

Weaknesses

1. Anggaran Pengembangan Kompetensi Terbatas
Tren anggaran pengembangan kompetensi SDM pengawasan sediaan
farmasi dan pangan olahan yang semakin menurun dari tahun ke tahun
menyebabkan perubahan pola pembelajaran yang tidak sepenuhnya dapat
dilakukan/disesuaikan.

Tabel 5. Anggaran Pengembangan Kompetensi

Tahun Blokir Non Blokir Total Anggaran
2022 -1 19.009.191.000 | 19.009.191.000
2023 -| 18.469.950.000 | 18.469.950.000
2024 702.230.000 | 21.001.589.000 | 21.703.819.000
2025 12.617.514.000 3.835.069.000 | 16.452.583.000

Berdasarkan tabel di atas, anggaran pengembangan kompetensi dari tahun
2022-2025 mengalami fluktuasi, dan lebih banyak mengalami penurunan dari
tahun ke tahun sehingga anggaran pengembangan kompetensi semakin
terbatas, sedangkan kebutuhan pelatihan terus meningkat baik dari sisi
jumlah peserta, cakupan materi, maupun tuntutan spesialisasi.

Terbatasnya anggaran pengembangan kompetensi dalam upaya peningkatan
kompetensi sumber daya pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
berdampak pada terbatasnya kemampuan PPSDM POM dalam menyediakan
program pelatihan yang komprehensif, berkelanjutan, dan merata di seluruh
daerah. Beberapa jenis pelatihan teknis—terutama yang melibatkan
laboratorium, instrumen analitik khusus, atau fasilitator berstandar nasional
dan internasional—memerlukan biaya penyelenggaraan yang tinggi. Dengan
anggaran yang terbatas, PPSDM POM harus melakukan prioritisasi yang
ketat terhadap program pengembangan kompetensi, sehingga berbagai
kebutuhan strategis belum dapat difasilitasi secara optimal.
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Selain itu, kebutuhan investasi pada transformasi digital
pembelajaran—seperti penguatan Learning Management System (LMS),
pengembangan modul e-learning, digitalisasi materi pelatihan, hingga
penyediaan infrastruktur pelatihan daring—juga belum dapat dipenuhi
sepenuhnya. Sementara inovasi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan
skala, efisiensi, dan kualitas pembelajaran.

Keterbatasan anggaran mengharuskan PPSDM POM melakukan
penyesuaian strategis salah satunya dengan merubah strategi pembelajaran
yang sebelumnya dilaksanakan secara luring menjadi daring atau blended
learning (kombinasi antara daring dan luring). Pemanfaatan metode
pengembangan kompetensi non klasikal yang lebih luas diimplementasikan
melalui peningkatan partisipasi pada kegiatan non klasikal seperti webinar
dan program pembelajaran jarak jauh. Pola ini memang dapat memberikan
fleksibilitas lebih besar bagi pegawai untuk mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi tanpa harus meninggalkan tugas pokok, dan turut
berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pegawai yang dikembangkan
kompetensinya.

2. Evaluasi Pengembangan Kompetensi Belum Optimal

Evaluasi pengembangan kompetensi di lingkungan PPSDM POM saat ini
belum berjalan optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum tersedianya
instrumen dan standar evaluasi yang terintegrasi, pelaksanaan monitoring
dan tindak lanjut hasil pelatihan yang belum konsisten, serta belum seluruh
pegawai dan pengelola program pengembangan kompetensi memahami
pentingnya evaluasi sebagai dasar perbaikan program. Di samping itu,
kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait tata cara evaluasi
pengembangan kompetensi masih terbatas, sehingga praktik evaluasi
cenderung bersifat administratif dan lebih dipandang sebagai pemenuhan
kewajiban formal semata. Akibatnya, hasil evaluasi yang sudah dikumpulkan
belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan berkelanjutan,
penyesuaian program, maupun pengambilan keputusan manajerial di bidang
pengembangan kompetensi.

3. Keterbatasan Tenaga Pengajar (Widyaiswara)

Jumlah Widyaiswara yang tersedia di PPSDM POM saat ini sebanyak 21
orang. Berdasarkan Analisis Kebutuhan Kerja (ABK), jumlah Widyaiswara
yang ideal adalah sebanyak 39 orang. Dengan demikian masih terdapat gap
sebanyak 18 orang Widyaiswara yang perlu dipenuhi agar kegiatan
pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Selain itu dari 21 orang
Widyaiswara lebih dari 50% adalah CPNS yang masih memerlukan intervensi
kompetensi khusus pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
sebelum dijadikan tenaga pengajar. Terbatasnya jumlah pengajar
memberikan dampak, antara lain:
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a. Kuantitas dan kualitas pembelajaran tidak merata, dengan jumlah
pengajar yang terbatas, pelatihan cenderung hanya bisa dilakukan untuk
sebagian peserta, akibatnya : tidak semua pegawai mendapatkan
pembelajaran yang sama serta kesenjangan kompetensi antar pegawai
menjadi semakin lebar.

b. Pengembangan kurikulum tidak dapat secara cepat dilakukan mengikuti
perubahan regulasi yang ada, teknologi baru, maupun standar mutu terkini
sehingga wawasan terbaru tentang tren pengawasan sediaan farmasi
maupun pangan olahan belum mengikuti perkembangan terkini.

c. Inovasi pembelajaran terhambat, dalam mengembangkan metode
pembelajaran dibutuhkan riset, update regulasi, penyusunan studi kasus,
serta mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Dengan
terbatasnya SDM pengajar inovasi dalam penyampaian pembelajaran
menjadi terhambat yang berdampak pembelajaran tetap dilakukan dengan
metode konvensional, pembelajaran belum mencakup tantangan terkini
misal pengawasan daring, pemanfaatan Artificial Intelligence dalam
pembelajaran, dan sebagainya.

4. Keterbatasan infrastruktur

Berdasarkan tugas dan fungsi PPSDM POM, fasilitas yang tersedia saat ini
masih  belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengembangan
kompetensi secara optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana—seperti
ruang pelatihan, perangkat laboratorium, serta kualitas jaringan
internet—masih terlihat baik di Unit Pusat maupun UPT. Kondisi ini
berdampak pada belum meratanya kesempatan peningkatan kompetensi di
seluruh wilayah kerja BPOM.

Selain itu, PPSDM POM hingga saat ini belum memiliki ruang pelatihan yang
memadai, termasuk mini laboratorium yang diperlukan sebagai sarana
praktik dan simulasi dalam kegiatan pelatihan. Keterbatasan ini menjadi
catatan penting karena berpengaruh terhadap kualitas dan variasi metode
pembelajaran yang dapat diberikan.

Saat ini sedang dilakukan penjajakan dengan Kementerian Keuangan terkait
pemanfaatan BMN berupa tanah eks Balai Besar POM di Semarang yang
direncanakan akan dikembangkan sebagai BPOM Corporate University
(Corpu). Proses ini masih berlangsung dan diperkirakan membutuhkan
waktu yang cukup panjang hingga dapat terealisasi.

5. Terbatasnya Jumlah PFM Inklusif
PFM Inklusif dari luar BPOM saat ini baru berjumlah 37 orang dan masih
terbatas baik segi kuantitas maupun kualitas, sehingga pengawasan sediaan
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farmasi dan pangan olahan di daerah belum optimal dan belum mampu
menjangkau seluruh wilayah sesuai kebutuhan. Jabatan Fungsional PFM
baru dibuka untuk instansi selain BPOM pada tahun 2020, sehingga perlu
mensosialisasikan tentang jabatan ini ke instansi lain di luar BPOM. Selain itu
kebijakan pengangkatan dalam jabatan fungsional ada pada pimpinan
instansi masing-masing, sehingga perlu sosialisasi dan advokasi secara
intensif kepada instansi di luar BPOM.

Tabel 6. Data Sebaran PFM Inklusif

Provinsi Jumlah PFM Inklusif (Orang)
Daerah Istimewa Yogyakarta 2
Jambi 1
Jawa Barat 7
Jawa Tengah 9
Jawa Timur 4
Kalimantan Selatan 2
Kalimantan Tengah 1
Maluku Utara 2
Nusa Tenggara Timur 1
Riau 1
Sulawesi Selatan 1
Sulawesi Tengah 6
Total 37
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Sebaran PFM Inklusif di Seluruh Indonesia
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Gambar 11. Peta Sebaran PFM Inklusif di Seluruh Indonesia

Opportunities

1. Teknologi Baru dalam Pengembangan Kompetensi SDM Pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Transformasi digital pemerintahan membuka peluang pengembangan smart
learning ecosystem di BPOM. Dalam konteks pengelolaan manajemen
kompetensi di PPSDM POM, pemanfaatan teknologi machine learning dan
artificial intelligence memungkinkan dilakukan people analytic dengan lebih
cepat, khususnya dalam analisis data potensi, kompetensi, dan pelatihan
pegawai BPOM. Saat ini, teknologi yang digunakan di PPSDM POM hanya
berbasis aplikasi biasa yang belum mampu melakukan analisis data maupun
big data analytics untuk mengelola data kompetensi pegawai BPOM.

2. Kolaborasi Global dalam memperluas Kerjasama Bidang Pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Hubungan yang semakin erat dengan lembaga internasional seperti WHO
dan ASEAN membuka peluang bagi PPSDM untuk memperluas program
pelatihan bersama (joint training) dan pertukaran pengetahuan. Dukungan
mitra internasional juga dapat dioptimalkan untuk co-funding kegiatan
pelatihan dan sertifikasi, terutama di bidang regulatory science dan inspection
management.
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3. Peningkatan Kompetensi Khusus di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan
Penguatan kompetensi khusus ini sangat relevan dengan salah satu Arah
Kebijakan BPOM 2025-2029, yaitu peningkatan kapasitas SDM, kualitas
pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kebutuhan tenaga ahli
yang memerlukan penguasaan keahlian dan spesialisasi khusus di
bidang-bidang spesifik seperti pharmacovigilance, toxicology, food safety, dan
traditional medicine menciptakan peluang bagi PPSDM POM untuk
mengembangkan pelatihan berbasis spesialisasi. Hal ini sejalan dengan
rencana penguatan expert track dalam sistem karier ASN.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2025-2029, bahwa jumlah pegawai fungsional BPOM saat ini sebanyak
4.730 pegawai yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik
tertentu. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 75% merupakan Pejabat
Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan spesialisasi yang
tersebar di berbagai fungsi PFM (pengujian, penyuluhan, penilaian,
standardisasi, penindakan, dan pemeriksaan). Adanya kebijakan pengelolaan
spesialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang
dikembangkan menjadi lebih luas dari 6 fungsi menjadi 35 spesialisasi
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kedepannya, maka
peluang pengembangan pelatihan berbasis spesialisasi ini akan menunjang
tercapainya sasaran strategis BPOM yaitu meningkatnya efektivitas
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kompetensi
khusus di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan ini
menjadi penting untuk mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan
memastikan keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah, sejalan dengan
tuntutan pengawalan terhadap program prioritas Presiden MBG.

4. Pesatnya Inovasi Bioteknologi, Fitofarmaka, dan Pangan Modern di Era
Digital
Percepatan inovasi produk kesehatan dan pangan—mulai dari pengembangan
produk berbasis bioteknologi, percepatan fitofarmaka, peningkatan suplemen
kesehatan dan probiotik, perluasan multivitamin, formulasi kosmetik modern,
hingga diversifikasi pangan olahan modern dan pangan fungsional-telah
mendorong arus distribusi yang semakin cepat, terutama melalui kanal digital.
Di tengah inovasi tersebut, pengawasan menghadapi tantangan yang
signifikan. Dalam tiga bulan pertama tahun 2025 ditemukan 39.642 tautan
ilegal produk obat dan makanan di internet, sementara pada semester | 2025
tercatat 79.015 konten ilegal di e-commerce yang menjual obat, suplemen,
kosmetik, dan pangan tanpa izin. Fenomena ini menunjukkan bahwa
perkembangan produk inovatif dan ekspansi digitalisasi pemasaran
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menciptakan celah pengawasan yang tidak dapat ditangani dengan
pendekatan konvensional. Kondisi ini menjadi peluang bagi PPSDM POM
untuk memperkuat kapasitas SDM dalam aspek pengawasan digital,
penilaian risiko berbasis data, evaluasi produk bioteknologi dan fitofarmaka,
serta pemahaman regulasi lintas kategori produk inovatif.

Di sisi lain, masifnya temuan produk ilegal—misalnya kosmetik ilegal senilai
lebih dari Rp 8,91 miliar serta penindakan terhadap ratusan ribu keping obat
tradisional dan obat bahan alam tanpa izin edar—menunjukkan bahwa
inovasi dan pertumbuhan kategori produk belum sepenuhnya diikuti
kepatuhan pelaku usaha. Produk berbasis bioteknologi, ekstraksi modern,
probiotik generasi baru, hingga kosmetik dengan teknologi formulasi inovatif
membutuhkan kemampuan pengawasan yang lebih cermat dan berbasis
sains. Hal ini membuka peluang bagi PPSDM POM untuk mengembangkan
skema kompetensi yang lebih spesifik, memperluas sertifikasi profesi,
memperkuat jalur karir fungsional dengan spesialisasi produk inovatif, serta
mengintegrasikan core values ASN BerAKHLAK untuk memastikan integritas
dan profesionalisme dalam pengawasan. Dengan memanfaatkan momentum
inii, PPSDM POM dapat memposisikan diri sebagai pusat unggulan
pengembangan SDM yang mampu menjawab tantangan di era bioteknologi,
inovasi fitofarmaka, pertumbuhan suplemen dan kosmetik modern, serta
digitalisasi distribusi produk kesehatan dan pangan.

5. SDM Digital Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Saat ini BPOM memiliki total 6.533 pegawai, dengan 4.561 pegawai (69,81%)
berusia di bawah 40 tahun, baik di kantor pusat maupun UPT di seluruh
Indonesia. Komposisi ini menunjukkan peluang besar bagi PPSDM POM
untuk membentuk generasi pengawas yang melek teknologi, adaptif, dan
berorientasi inovasi.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan program pelatihan digital,
mentoring, serta pengembangan kepemimpinan yang terarah dan
berkelanjutan, hal ini juga akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi
demografi yang dimiliki BPOM dari sisi SDM.

Threats

1. Perubahan Regulasi
Perubahan regulasi secara cepat dan kompleksitas regulasi memerlukan
pemahaman mendalam, sementara tidak semua SDM memiliki latar belakang
hukum atau regulasi yang kuat. Kesenjangan pemahaman terhadap regulasi
baru berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda antara unit
pusat dan UPT, keterlambatan dalam implementasi, serta ketidaksesuaian
antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan. Kondisi ini dapat berdampak
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langsung pada kinerja organisasi karena dapat mengakibatkan pelaksanaan
tugas pengawasan yang tidak selaras dengan regulasi terbaru.

2. Kesenjangan digital

Perubahan cepat dalam teknologi digital memerlukan adaptasi yang cepat.
Jika SDM BPOM tidak menguasai teknologi terkini, hal ini dapat menghambat
pengawasan berbasis risiko yang lebih canggih. Dari mapping literasi digital
yang dilakukan PPSDM POM, hanya 0,23% yang memiliki level literasi digital
advance, 24,88% level intermediate, dan jumlah terbesar adalah level basic
yang mencapai 74,88%. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam
pengembangan kompetensi digital pegawai BPOM ke depan.

3. Bonus Demografi SDM

Integrasi generasi muda di BPOM dalam sistem pengawasan menjadi
kebutuhan yang mendesak, mengingat kelompok ini memiliki kemampuan
adaptasi teknologi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.
Berbagai survei nasional menunjukkan bahwa generasi Z dan Milenial
merupakan pengguna internet terbesar di Indonesia, dengan tingkat penetrasi
mencapai 70-80 persen dari total populasi. Kondisi tersebut mencerminkan
bahwa pegawai muda pada umumnya telah terbiasa menggunakan perangkat
dan layanan digital, sehingga lebih siap mendukung proses kerja yang
berbasis sistem digital di lingkungan pemerintahan. Meskipun Generasi Z
memiliki potensi besar, tantangan utama dalam pengembangan kompetensi
mereka adalah adaptasi dengan cara pembelajaran konvensional, kurangnya
fokus jangka panjang, serta kecenderungan untuk menghindari kesulitan dan
tantangan besar, sehingga dapat menimbulkan ancaman kurang dapatnya
menguasai kompetensi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
secara komprehensif. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan metode
pembelajaran dengan kebiasaan dan preferensi Generasi Z, dengan tetap
memastikan bahwa mereka mengembangkan keterampilan yang relevan dan
dapat diterapkan dalam konteks dunia kerja yang lebih luas. Tugas
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut pemahaman yang
kuat atas regulasi, standar mutu, serta prosedur pengawasan yang bersifat
teknis. Oleh karena itu, pelatihan intensif dan terarah tetap menjadi langkah
penting untuk membekali SDM muda dengan kompetensi substantif yang
diperlukan.

Melalui kombinasi antara kemampuan digital yang sudah dimiliki generasi
muda dan penguatan kapasitas di bidang regulasi, BPOM dapat membangun
sumber daya pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang modern,
memiliki ketajaman analisis, serta mampu menjaga mutu dan integritas hasil
pengawasan secara konsisten.
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4. Perubahan lklim
Penggunaan botol plastik dalam pelaksanaan pelatihan memiliki korelasi kuat
sebagai ancaman terhadap perubahan iklim karena setiap produk plastik
berbasis bahan bakar fosil melepaskan emisi gas rumah kaca mulai dari
proses ekstraksi minyak, produksi, transportasi, hingga saat menjadi limbah.
Ketika pelatihan menggunakan botol plastik secara masif, maka terjadi
peningkatan permintaan produksi plastik yang berarti meningkat pula jejak
karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Selain itu, sebagian besar plastik tidak
terkelola dengan baik dan akhirnya menumpuk di TPA atau terbakar, yang
keduanya melepaskan karbon dan memperparah pemanasan global.
Di sisi lain, penggunaan kertas secara berlebihan, misalnya untuk modul
cetak, absensi, dan materi pelatihan juga memberikan risiko serupa karena
produksi kertas membutuhkan penebangan pohon dalam jumlah besar, yang
dapat mengurangi kemampuan alam menyerap CO: serta mempercepat laju
emisi dari proses industri pulp dan kertas.
Dengan demikian, penggunaan plastik dan kertas dalam pelatihan tidak
hanya menambah beban lingkungan, tetapi juga memperbesar risiko
perubahan iklim. Oleh karena itu, mengganti botol plastik dengan wadah
pakai ulang/tumbler serta melakukan digitalisasi dalam hal menyediakan
modul pelatihan, absensi, pengumpulan tugas merupakan langkah sederhana
namun berdampak signifikan dalam mendukung pelatihan yang lebih ramah
lingkungan sekaligus berkontribusi pada penurunan jejak karbon.

Sebagaimana analisis SWOT yang telah diuraikan dapat dilihat pada Tabel 5

sebagai berikut.

Tabel 7. Analisis SWOT PPSDM POM

Aspek Detail

Strengths

Dukungan Regulasi nasional seperti UU No. 20 Tahun 2023 mendukung
Regulasi penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan SDM.

Teknologi Digital
dalam
meningkatkan
Kompetensi
SDM
Pengawasan
Sediaan

Farmasi dan
Pangan Olahan

LMS BPOM (IDEAS) telah menjadi media pembelajaran yang
efektif yang dapat menjangkau seluruh SDM pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan, baik pegawai internal
BPOM, maupun stakeholder di luar BPOM.

Kolaborasi
Global dalam
Memperluas
Kerjasama di

Akses jejaring nasional dan internasional dengan lembaga
seperti WHO, US FDA, PSI, USP, dan banyak mitra luar
negeri lainnya mendukung benchmarking terhadap
competency framework global dan penyusunan modul
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Aspek

Detail

bidang
Pengetahuan
Sediaan

Farmasi dan

Pangan Olahan

bersama dalam bidang risk-based inspection dan regulatory
science.

SDM Kompeten,

Kebijakan pengelolaan spesialisasi Jabatan Fungsional PFM

Profesional, ini dikembangkan tidak hanya mencakup 6 (enam) fungsi

serta namun diperluas menjadi 35 (tiga puluh lima) spesialisasi

Spesialisasi Jabatan PFM yang menjadi dasar dalam pengembangan

Jabatan modul, pengembangan kompetensi maupun pengembangan
karier Jabatan Fungsional PFM ke depan.

Weaknesses

Anggaran Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi SDM

Pengembangan | pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berdampak

Kompetensi pada terbatasnya kemampuan PPSDM POM dalam

Terbatas menyediakan  program pelatihan yang komprehensif,
berkelanjutan, dan merata di seluruh daerah. Dengan
anggaran yang terbatas, PPSDM POM harus melakukan
prioritisasi yang ketat terhadap program pengembangan
kompetensi, sehingga berbagai kebutuhan strategis belum
dapat difasilitasi secara optimal.

Evaluasi Belum ada sistem evaluasi terpadu untuk menilai efektivitas

pengembangan | program pelatihan. Proses evaluasi dan tindak lanjut

kompetensi pengembangan kompetensi belum sepenuhnya efektif, yang

belum optimal

dapat mengurangi dampak positif terhadap kinerja individu
maupun organisasi.

Keterbatasan
tenaga pengajar/
widyaiswara

Terbatasnya jumlah pengajar/wiidyaiswara yang tersedia di
PPSDM POM. Selain itu dari 21 orang widyaiswara yang ada
di PPSDM POM lebih dari 50% adalah CPNS yang masih
memerlukan intervensi kompetensi khusus pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum dijadikan tenaga
pengajar. Hal ini berdampak terhadap kuantitas dan kualitas
pembelajaran tidak merata, serta pengembangan kurikulum
dan inovasi pembelajaran yang belum sepenuhnya mengikuti
perkembangan terkini

Keterbatasan
infrastruktur

Terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana, serta
perangkat pelatihan/pengembangan kompetensi sehingga
pelaksanaan pengembangan kompetensi belum optimal dan
merata.
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Aspek Detail

Keterbatasan PFM Inklusif dari luar BPOM saat ini baru berjumlah 37 orang,
Jumlah PFM sehingga pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di
Inklusif daerah belum optimal dan belum mampu menjangkau seluruh

wilayah sesuai kebutuhan.

Opportunities

Teknologi Baru
dalam
Pengembangan
Kompetensi SDM
Pengawasan
Sediaan Farmasi
dan Pangan
Olahan

Kemajuan teknologi baru seperti big data, blockchain, dan
alat analitik canggih menawarkan peluang besar untuk
meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk memanfaatkan
peluang ini secara optimal, diperlukan pengembangan
kompetensi SDM yang sesuai. Kompetensi dalam analisis
data besar memungkinkan pengawas untuk mengidentifikasi
pola risiko dan membuat keputusan berbasis data yang lebih
akurat.

Kolaborasi Global
dalam

Hubungan dengan lembaga internasional seperti WHO dan
ASEAN membuka peluang bagi PPSDM untuk memperluas

memperluas program pelatihan bersama (joint training) dan pertukaran

Kerjasama pengetahuan. Dukungan mitra internasional juga dapat

Bidang dioptimalkan untuk co-funding kegiatan pelatihan dan

Pengawasan sertifikasi, terutama di bidang regulatory science dan

Sediaan Farmasi | inspection management.

dan Pangan

Olahan

Kompetensi Penguatan kompetensi khusus ini sangat relevan dengan

Khusus di Bidang | salah satu Arah Kebijakan BPOM 2025-2029, vyaitu

Pengawasan peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium,

Sediaan Farmasi | analisis  kebijakan, dan transformasi digital dalam

dan Pangan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Olahan Kebutuhan tenaga ahli yang memerlukan penguasaan
keahlian dan spesialisasi khusus di bidang-bidang spesifik
seperti pharmacovigilance, toxicology, food safety, dan
traditional medicine menciptakan peluang bagi PPSDM untuk
mengembangkan pelatihan berbasis spesialisasi.

Inovasi Produk herbal, makanan fungsional, dan inovasi baru

Bioteknologi, menciptakan peluang pengembangan kebijakan adaptif.

Fitofarmaka, dan
Pangan Modern

di Era Digital
SDM Digital Saat ini BPOM memiliki total 6.533 pegawai, dengan 4.561
Pengawasan pegawai (69,81%) berusia di bawah 40 tahun, baik di kantor
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Aspek

Detail

Sediaan Farmasi

pusat maupun UPT di seluruh Indonesia. Komposisi ini

dan Pangan menunjukkan peluang besar bagi PPSDM untuk membentuk

Olahan generasi pengawas yang melek teknologi, adaptif, dan
berorientasi inovasi.

Threats

Perubahan Perubahan Regulasi secara cepat dan kompleksitas regulasi

Regulasi memerlukan pemahaman mendalam, sementara tidak semua
SDM memiliki latar belakang hukum atau regulasi yang kuat.

Kesenjangan Perubahan cepat dalam teknologi digital memerlukan

digital adaptasi yang cepat. Jika SDM BPOM tidak menguasai

teknologi terkini, hal ini dapat menghambat pengawasan
berbasis risiko yang lebih canggih.

Bonus Demografi

Kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan/ memodifikasi
generasi muda yang lebih adaptif terhadap teknologi, tetapi
memerlukan pelatihan intensif untuk memahami regulasi dan
standar pengawasan.

Perubahan Iklim

Penggunaan kemasan plastik sekali pakai serta kertas dalam
pelaksanaan penilaian maupun pengembangan kompetensi
tidak hanya menambah beban lingkungan, tetapi juga
memperbesar risiko perubahan iklim. Oleh karena itu,
mengganti botol plastik dengan wadah pakai ulang/tumbler
serta melakukan digitalisasi proses administrasi dan materi
pembelajaran merupakan langkah sederhana namun
berdampak signifikan dalam mendukung pengembangan
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BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan)
(PPSDM POM) sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit yang
bertanggung jawab dalam mendukung penguatan SDM BPOM melalui pengelolaan
kompetensi dan pembinaan SDM Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
yang telah ditetapkan dalam mendukung visi BPOM 2025-2029 yaitu :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan
berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama
Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam
regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat
diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di
antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus

dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi
dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup
pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar
kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko
kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan
bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki
kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas
produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung
industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar
dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti
peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi
terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah
mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan
dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan
pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk
bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan
farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM
dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan
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produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan
serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan
menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun
dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang
dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

AstaCital  AstaCita2

Melanjutkan pengembangan infrastrukiur dan
menir 1k kerja yang berkualitas,
Qg kewir . mengembangkan

|
|
Memantapkan sistem pertahanan kemanan |
negara dan mendorong kemandirian bang 1
|

I

fiHe ARG ERUEA (FAH), melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi

- ; : fhite industri kreatif serta mengembangkan agromaritim
:}:x; h?:_,nmml i ey L A L el industri di sentra produksi melalui peran aktif

L.. _____________ L koperasi.

1 i
Memperkokoh ideclagi | ila, demokrasi, dan I

|

|

—————— b il b gy I ' ————————————— '| - - - U VRV S 1
. AstaCitad Ml AstaCitas Bl AstaCita6
Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia | | — |
2 : s Melanjutkan dan  mer g
:’?Emma)élSaén:ﬁr;e;jo'okf'sei::atg'kagnén::eh:?:é I | industi berbasis sumber daya alam untuk :
|

Membangun dari desa dan dari bawah untuk

penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi | | meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. pertumbuhan ekonomi, | taan ekonomi, dan
milenial dan generasi Z). dan penyandang 11 pemberatasan kemiskinan.
disabilitas.

N i e < | W ey magersy penycne g peoguend L 1

= : e =
aace: B
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan L w perkuat peny yang I
birokrasl, serta memperkuat pencegahan dan I harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, [
! [

! [

P 1 korupsi. Judi, dan serta pening toleransi beragama
penyelundupan. untuk mencapal Masyarakat yang adil dan
Makmur,

Gambar 12. Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan
Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi
milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga
mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana
dijelaskan pada gambar 11 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi

BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta
penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi
pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap
peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan
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mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan
mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta
penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan
secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam
menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan

pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi
yang produktif dan berdaya saing.
BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga
mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif
BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM,
dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan
dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan
keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur
ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan

olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku
kepentingan.
Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang
dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan
tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif
masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui
kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya
menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan
masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi
konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan
olahan.
Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance
dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola
yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus
berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap
muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan
birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang
tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan
pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Misi PPSDM POM dalam mendukung misi BPOM: Meningkatkan efektivitas
pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan
kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi
pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat antara lain melalui beberapa
pendekatan strategis seperti Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendidikan,
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Pengembangan Modul dan Kurikulum, Penyelenggaraan Program Sertifikasi,
Penguatan Kolaborasi atau Kemitraan dengan berbagai pihak antara lain instansi
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, dan Penyusunan Laporan dan
Evaluasi Program. PPSDM POM menyelenggarakan program pelatihan,
workshop, dan seminar yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan
keterampilan teknis terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Pelatihan ini bisa ditujukan kepada petugas pengawasan, pelaku usaha, dan
masyarakat luas, dengan materi terkait regulasi, standar keamanan, serta teknik
pengawasan yang baik. PPSDM POM juga perlu mengembangkan modul
pelatihan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan. Sertifikasi yang dilakukan oleh PPSDM
POM bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat memiliki kompetensi
yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik serta mematuhi
standar yang berlaku. Penguatan Kemitraan seperti yang dijelaskan sebelumnya
dilakukan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pengawasan sediaan
farmasi dan pangan olahan serta pengembangan kompetensi lainnya bagi SDM
POM. Hal yang tidak kalah penting adalah PPSDM POM perlu melakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program
pengembangan kapasitas untuk memastikan efektivitas dan dampaknya.
Laporan evaluasi ini bisa digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam
program-program yang dijalankan.

Misi PPSDM POM dalam mendukung misi BPOM : Memfasilitasi percepatan
pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan
keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi
yang produktif dan berdaya saing, diimplementasikan melalui beberapa
langkah strategis mengembangkan jaringan kemitraan, penyelenggaraan
program peningkatan kompetensi dan sertifikasi kompetensi, serta
memperkenalkan dan memfasilitasi platform digital untuk berbagi pengetahuan
dan keterampilan. PPSDM perlu mengembangkan jaringan kemitraan dengan
berbagai lembaga pemerintah, organisasi, asosiasi industri, lembaga pendidikan,
serta sektor swasta baik itu nasional maupun internasional. Kolaborasi ini
bertujuan untuk memperkuat pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM
POM, baik itu untuk pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Dalam
hal ini, PPSDM POM dapat memfasilitasi pendampingan teknis, pelatihan
berbasis kebutuhan, peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, maupun
peningkatan kompetensi lanjutan melalui tugas belajar. Penyelenggaraan
program pendidikan serta sertifikasi bersama dengan mitra strategis, seperti
Dinas Kesehatan, Pelaku Usaha, Mahasiswa di bidang sediaan farmasi dan
pangan olahan, serta yang lainnya, dapat dilakukan untuk memperkenalkan
pengetahuan terbaru tentang penyediaan farmasi dan pangan olahan yang
memenuhi regulasi. Selain itu, PPSDM dapat memperkenalkan dan memfasilitasi
platform digital untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan yang
memungkinkan berbagi praktik terbaik dalam pengawasan sediaan farmasi dan
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pangan olahan dapat mendapatkan informasi tambahan ataupun media
pembelajaran mandiri terkait sediaan farmasi dan pangan olahan.

Misi PPSDM POM dalam mendukung misi BPOM : Meningkatkan kapasitas
masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan
mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan,
dilakukan melalui pengembangan media-media pembelajaran yang dapat
diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Misi PPSDM POM dalam mendukung misi BPOM : Pengelolaan pemerintahan
yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik
yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dilakukan
melalui beberapa langkah seperti membangun budaya organisasi yang
profesional dan berintegritas, membangun Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi,
penyusunan dan implementasi kebijakan yang mendukung pengelolaan SDM
yang efisien, dan pelaksanaan audit dan evaluasi secara berkala. Penerapan
layanan publik dilakukan oleh PPSDM POM antara lain : pengajuan PKL dan
Magang, penilaian kompetensi, pengelolaan layanan perpustakaan, pengajuan
akreditasi lembaga pelatihan.

PPSDM POM dapat menanamkan nilai-nilai BerAKHLAK terutama dalam
berorientasi pelayanan dengan memberikan pelayanan publik yang prima dalam
setiap Layanan PPSDM POM. Beberapa yang dapat dilakukan PPSDM POM
adalah melalui pelatihan dan workshop yang membahas pentingnya pelayanan
publik, etika kerja, transparansi, dan pengawasan internal. Dengan menanamkan
budaya ini, PPSDM POM dapat memastikan bahwa seluruh pegawai PPSDM
POM memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

PPSDM POM harus membangun komitmen menuju Zona Integritas Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel,
membangun budaya integritas, nilai-nilai kejujuran, dan profesionalisme di
kalangan pegawai. PPSDM POM juga perlu merancang kebijakan yang
mendukung pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan dan sesuai
dengan kebutuhan BPOM dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan
olahan. Kebijakan ini harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan
regulasi, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar sediaan farmasi dan
pangan olahan. Selain itu, pelaksanaan audit dan evaluasi secara berkala
terhadap sistem yang ada di proses bisnis PPSDM POM untuk memastikan
bahwa proses-proses yang ada berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang
baik, serta menghasilkan pelayanan publik yang prima. PPSDM POM perlu
melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas seluruh program PPSDM POM dan
melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan
pengelolaan yang bersih, efektif, dan terpercaya. PPSDM POM harus
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mengimplementasikan sistem pengawasan internal juga yang transparan untuk
memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan pengelolaan SDM dilakukan
sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang dapat dilakukan melalui
Audit Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, serta Audit Surveilan yang
dilaksanakan secara rutin. PPSDM POM harus memiliki SOP yang jelas dan
konsisten di setiap proses bisnis yang dilaksanakan agar dilakukan sesuai
prosedur yang transparan dan terukur serta perlu adanya revisi setiap tahun dan
setiap adanya perubahan regulasi.

Dalam mengimplementasikan misi, PPSDM POM turut berkontribusi dalam
mendukung keberlanjutan BPOM dalam menjalankan peran strategis dalam
ekonomi hijau. Mengedepankan sarana digital dalam pelaksanaan setiap
program kerjanya menjadi salah satu komitmen PPSDM POM dalam mendukung
untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan
limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan
(paperless dan penggunaan tumbler) pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.
PPSDM POM sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi
BPOM.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah
merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut
dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada,
sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan
farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode
2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap
pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas organisasi:

1.

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu :
Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua
produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenubhi
standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam
perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap
produk yang aman dan berkualitas.

Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya
memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi
konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat
keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan
farmasi dan pangan olahan.

Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan
dukungan yang kuat terhadap UMKM : Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya
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dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan
UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya
memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap
memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya
saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi
masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui
pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat
membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta
Layanan Publik yang Prima : Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus
memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang
berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat
kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

PPSDM POM sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan
BPOM, melalui strategi-strategi dalam pengelolaan penilaian, pengembangan
maupun sertifikasi kompetensi serta pelayanan publik termasuk pelayanan
perpustakaan BPOM.

Tabel 8. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029
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Tujuan Indikator Target
2025 2026 2027 2028 2029
Terwujudnya Persentase | 74,75 |76,4 77,75 |79,45 |80,7
Sediaan Sediaan
Farmasi dan Farmasi dan
Pangan Olahan | Pangan
yang Aman dan | Olahan
Bermutu (Termasuk
PIRT dan
MBG) yang
aman dan
bermutu
Terwujudnya Indeks 88,20 (88,60 (88,90 |89,20 |89,40
Masyarakat kesadaran
yang Cerdas Masyarakat
Memilih terhadap
Sediaan Sediaan
Farmasi dan Farmasi dan
Pangan Olahan | Pangan
yang Aman dan | Olahan
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Indikator Target
2025 2026 2027 2028 2029

Bermutu yang Aman

dan

Bermutu
Terwujudnya Indeks 63,6 66,2 69,3 72,77 | 76,7
Pertumbuhan Penguatan
Dunia Usaha Daya Saing
yang dan
Mendukung Kemandirian
Daya Saing Pelaku
Industri Sediaan | Usaha
Farmasi dan Sediaan
Pangan Olahan | Farmasi dan
serta Pangan
Kemandirian Olahan
Bangsa dengan
dukungan yang
kuat terhadap
UMKM
Terwujudnya Indeks 74,4 75,9 77,1 78,5 79,9
perlindungan Efektivitas
Masyarakat dari | Penegakan
Kejahatan Hukum
Sediaan Kejahatan
Farmasi dan Sediaan
Pangan Olahan | Farmasi dan

Pangan

Olahan
Terwujudnya Indeks RB 96,3 96,35 (96,4 96,45 |96,5
Organisasi yang | BPOM
Profesional,
Adaptif, Efektif
dan Efisien
serta Layanan
Publik yang
Prima

2.4 Sasaran Kegiatan

Dalam menerjemahkan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata
yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang
ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global. BPOM telah
merumuskan sasaran strategis untuk periode 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan sediaan farmasi dan pangan olahan;
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2. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas sediaan farmasi dan pangan olahan
aman dan bermutu;

3. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam
pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan;

4. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan sediaan
farmasi dan pangan olahan; dan

5. Terwujudnya birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif dan adaptif untuk
pelayanan publik yang prima.

Mengacu pada Sasaran Strategis BPOM di atas, PPSDM POM merumuskan 3
Sasaran Kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran Strategis
BPOM. Sasaran Kegiatan PPSDM POM yang dirumuskan berdasarkan tugas dan
fungsi PPSDM POM vyaitu:
1. Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan dengan indikator:
a. Persentase SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang
Memenuhi Standar Kompetensi; dan
b. Persentase SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya sesuai dengan
perencanaan;
c. Indeks BerAKHLAK.
2. Layanan Publik PPSDM POM yang Prima, dengan indikator Indeks Pelayanan
Publik PPSDM POM.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan PPSDM yang optimal PPSDM, dengan
indikator:
a. Nilai Pembangunan Zona Integritas PPSDM,;
b. Nilai AKIP PPSDM,;
c. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM;
d. Indeks Manajemen Risiko PPSDM POM

Setiap Sasaran Kegiatan ini secara langsung terkait dengan Rencana Strategis yang
telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa PPSDM POM
dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta
mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Sasaran Kegiatan PPSDM POM berfokus pada peningkatan kapabilitas dan
implementasi nilai-nilai BerAKHLAK dari SDM pengawas sediaan farmasi dan
pangan olahan dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap sediaan farmasi
dan pangan olahan.

Adapun matriks sasaran kegiatan, indikator dan target dapat dilihat pada Tabel 10.

VISI PPSDM POM
"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan
berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama
Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”
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Untuk mendukung ketercapaian visi BPOM yang juga menjadi komitmen PPSDM
POM sebagai unit pendukung dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan, BPOM memiliki misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta
penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan
pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi
yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan
olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku

kepentingan.

4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan
pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Sejalan dengan misi BPOM, PPSDM POM turut berperan serta dalam mendukung
ketercapaian misi BPOM melalui langkah strategis yang dituangkan dalam misi,
tujuan, dan sasaran kegiatan PPSDM POM sebagai berikut:

Tabel 9. Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator PPSDM POM

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
PPSDM POM KEGIATAN

Membangun dan
mengembangkan
SDM yang unggul di
bidang pengawasan
sediaan farmasi dan
pangan olahan

Meningkatnya Kapasitas dan
Kapabilitas SDM untuk
mendukung peningkatan
kualitas pengawasan
Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan di Indonesia.

Meningkatkan
kolaborasi antar
pemerintah, pelaku
usaha, dan
masyarakat dalam
pengawasan
sediaan farmasi dan
pangan olahan

Terwujudnya kolaborasi
kemitraan secara nasional
maupun global dalam
meningkatkan pengetahuan
terkait penyediaan Farmasi
dan Pangan Olahan yang
sesuai regulasi

Menginisiasi dan
membangun
kolaborasi
kemitraan dengan
berbagai pihak baik
secara nasional
maupun global

Meningkatnya pengetahuan
dan keterampilan SDM
terkait pengawasan dan
penindakan terhadap
kejahatan obat dan makanan
melalui kolaborasi antar
pemangku kepentingan

Meningkatnya
Kompetensi
SDM
Pengawasan
Sediaan
Farmasi dan
Pangan Olahan

Persentase SDM
Pengawasan
Sediaan Farmasi
dan Pangan
Olahan yang
Memenubhi
Standar
Kompetensi

2. Persentase SDM
BPOM yang
dikembangkan
kompetensinya
sesuai dengan
perencanaan

3. Indeks
BerAKHLAK

Memberikan

Terwujudnya PPSDM POM

Layanan Publik

Indeks Pelayanan
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
PPSDM POM KEGIATAN

pelayanan publik | yang kredibel dan akuntabel | PPSPM  POM | i ppSDM POM
yang prima di dalam memberikan yang Prima
bidang manajemen | pelayanan publik yang prima | Terwujudnya 1. Nilai
kompetensi dan Tata Kelola Pembangunan Z|
pembinaan pemerintah PPSDM
fungsional SDM yang optimal [ 2. Nilai AKIP
BPOM PPSDM PPSDM
3. Nilai Kinerja
Anggaran
PPSDM
4. Indeks
Manajemen
Risiko PPSDM

Untuk mewujudkan sasaran kegiatan PPSDM POM 2025-2029, maka perlu
dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi
risiko ini, berbagai potensi tantangan maupun hambatan dapat dikenali sejak dini,
dan memungkinkan PPSDM POM mengambil langkah antisipatif dan strategi yang
tepat sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan efektif dan efisien.
Berikut identifikasi risiko sasaran strategis PPSDM POM sebagaimana tercantum
dalam tabel 8.

Tabel 10. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan PPSDM POM

No Sasaran Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Indikasi PJ
Kegiatan Risiko Perlakuan
1. Meningkatn.ya Pegawai yang | 1. Memberikan Tim Penilaian dan
Kompetensi | j4ak puas bimtek  kepada | Sertifikasi
SDM dengan hasil asesor dan | Kompetensi
Pengawasan | j;; pegawai sebelum
Sedlaar? Kompetensi pelaksanaan
Farmasi dan | 4., 2. Memberikan
Pangan menempuh feedback kepada
Olahan jalur hukum pegawai yang
telah mengikuti uji
kompetensi
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No Sasaran Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Indikasi PJ
Kegiatan Risiko Perlakuan
Potensi 1. Edaran kewajiban Tim
pelatihan mengikuti Pengembangan
yang telah e-learning dengan Kompetensi
direncanakan tema tertentu Dalam Negeri
oleh PPSDM | 2. Mengevaluasi (Teknis dan
POM tidak kembali rencana Fungsional)
semua dapat pelatihan yang Tim
dilaksanakan telah diajukan Pengembangan
melalui siasn Kompetensi

Dalam Negeri
(Mansoskul)
dan PKPA

Tim
Pengembangan
Kompetensi
Luar Negeri,
Tugas Belajar,
dan Riset

Tim SPBE,
Pengembangan
Kurikulum, dan
PKL

Kurangnya
kesadaran
dan
pemahaman
core value
BerAKHLAK

1. Pedoman
BerAkhlak

2. Membuat
pembelajaran
nilai-nilai

berakhlak melalui

IDEAS
3. Membuat
kegiatan

sosialisasi dan

sharing

knowledge terkait

BerAKhlak
4. Membuat

nilai-nilai
BerAkhlak

konten
terkait ber

Tim Pembinaan
PFM, Core Value
BerAKHLAK, dan
Perpustakaan
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POM.

3. Monev Rencana
Aksi Reformasi
Birokrasi PPSDM
POM.

4. Internalisasi
pembangunan ZI
menuju
WBK/WBBM
PPSDM POM

No Sasaran Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Indikasi PJ
Kegiatan Risiko Perlakuan
Instagram
PPSDM POM
Layanan Potensi Melakukan sosialisasi/ | Tim Reformasi

2. | Publik Terjadinya bimbingan teknis | Birokrasi dan
PPSDM POM | komplain dari | kepada petugas | Pembangunan ZI
yang prima pelanggan /| pelayanan publik | (Pokja Pelayanan

stakeholder terkait standar | Publik)
atas pelayanan PPSDM
pelayanan POM

publik PPSDM

POM.

3. | Terwujudnya | Rendahnya 1. Penyusunan Tim Reformasi
tata kelola | keterlibatan Lembar Kerja | Birokrasi dan
pemerintah aktif pegawai Evaluasi Pembangunan ZI
yang optimal | PPSDM POM Pembangunan ZI
PPSDM dalam menuju WBK /

pelaksanaan WBBM dan
Reformasi memastikan
Birokrasi kelengkapan data
melalui dukungnya.
Pembanguna 2. Penyusunan

n Zona Rencana Aksi
Integritas  di Reformasi
PPSDM POM. Birokrasi PPSDM
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pelanggaran

disiplin, atau
Kode Etik
Pegawai yang
terkait dengan
tugas pokok
dan jabatan.

No Sasaran Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Indikasi PJ
Kegiatan Risiko Perlakuan
Terjadinya Adanya monitoring | Tim Reformasi
penerimaan pemantauan terkait [ Birokrasi dan
gratifikasi, pengawasan  setiap | Pembangunan ZI
benturan triwulan dan disiplin | (pokja
kepentingan, | setiap bulan Pengawasan)

Meningkatnya | Program jumat sehat Tim Reformasi
penyakit Birokrasi dan
degeneratif Pembangunan ZI
Terjadi 1. Sosialisasi Tim Tata Usaha
kebakaran Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

(K3)

2. Memastikan apar
berfungsi
3. Memastikan alarm

kebakaran

berfungsi
Kesalahan 1. Update kodefikasi | Tim Tata Usaha
pencatatan aset
Aset pada | 2. Koordinasi tim
aplikasi BMN dengan

operator user

komitmen
Perencanaan | Monitoring secara | 1. Tim Tata Usaha
dan rutin  dan periodik | 2. Tim Monev
Pelaksanaan | terkait ketepatan Kinerja dan
kegiatan serta | perencanaan dan Anggaran
pencairan progress realisasi
anggaran RPD
kurang tepat
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No Sasaran
Kegiatan

Indikasi Risiko

Indikasi Perlakuan
Risiko

Indikasi PJ
Perlakuan

dan  kurang
sesuai
dengan yang
telah
ditetapkan

Bisnis proses
manajemen
risiko PPSDM
POM tidak
dilaksanakan
dengan benar
sesuai
ketentuan

Mewajibkan pegawai
PPSDM POM
mengikuti modul
pembelajaran
e-learning manajemen
risiko

Tim Tata Usaha
Tim
Penyelenggara
SPI
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BAB llI

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM
Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, telah
ditetapkan arah kebijakan BPOM 2025-2029 sebagai berikut:

1.

Penguatan pengawasan pre-post market sediaan farmasi dan pangan olahan
dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan
pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program
MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan
pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru
dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi
hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah
pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan
perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada
sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program
MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis
tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran
(ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat
tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai
fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek
keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari
hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif
pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa
penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk
semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif
terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara
pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta
penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan
penjamah pangan MBG.

Penguatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan
mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi
dan pangan olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan
pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan
olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap
tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun
offline.

Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan
dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory
assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan
pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui
reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan
memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha.
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Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM
untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat
daya saing, dan memperluas akses pasar.

Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat
menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan
produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang
aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan
luar negeri di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan: BPOM
memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun
internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan
sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM
dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan
yang dilakukan BPOM.

Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,
dan transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:
BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik
berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung
fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses
yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan
masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang
menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan
masyarakat. Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029
untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan
pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang
komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans,
perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin
dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di
bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan
kerjasama lintas sektor.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan
inovasi untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta
masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
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6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas
penguijian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian
kebijakan berbasis data

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan
kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan
efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan

PPSDM POM mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM

sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market sediaan farmasi dan pangan olahan
dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan
pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program
MBG;

2. Penguatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan
mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi
dan pangan olahan secara online dan offline;

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan
dukungan yang kuat terhadap UMKM,;

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan;

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan
luar negeri di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,
dan transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan,;

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik
berbasis elektronik.

Arah kebijakan dan strategi PPSDM POM disusun berdasarkan hasil analisis
lingkungan strategis (SWOT) yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman di PPSDM POM. Penyesuaian ini dilakukan agar arah kebijakan unit
tidak hanya selaras dengan strategi BPOM 2025-2029, tetapi juga responsif

terhadap isu spesifik di PPSDM POM. Arah kebijakan PPSDM POM 2025-2029

yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Mendukung Pengawasan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan. PPSDM POM berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabiltas SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang
merupakan faktor kunci dan modal utama dalam mendukung keberhasilan
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Peningkatan
kapasitas SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan juga kunci
untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi sumber daya yang lain untuk
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mewujudkan tujuan organisasi BPOM, yang dilakukan melakukan kegiatan
penilaian dan sertifikasi kompetensi, pengembangan kompetensi dengan
pendekatan terintegrasi dengan pekerjaan, dan juga pembinaan Pengawas
Farmasi dan Makanan (PFM), dilaksanakan dengan mengoptimalkan teknologi
informasi.

2. Penguatan Dukungan Manajemen di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan. PPSDM POM berupaya untuk berkontribusi dan
mendukung upaya penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan, utamanya melalui pembangunan SDM
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang kompeten, berkontribusi
terhadap bisnis proses pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui
proses bisnis yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Penguatan
dukungan manajemen juga dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK
pada SDM BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap sediaan
farmasi dan pangan olahan.

Dalam rangka pengembangan SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan
olahan untuk melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam
rangka mendukung perkuatan pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di
bidang sediaan farmasi dan makanan, dikembangkan strategi implementasi
2025-2029 sebagai berikut:

1. Penguatan Pengelolaan Kompetensi SDM BPOM berbasis Sistem Merit.
Sistem Merit dilaksanakan melalui penerapan manajemen ASN berdasarkan
perbandingan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem
Merit merupakan penopang utama bagi terselenggaranya manajemen atau tata
kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dalam segala aspek, termasuk
pengangkatan dan penempatan pegawai dalam jabatan yang dilakukan
berdasarkan prestasi / keahlian / kecakapan, bukan atas dasar hal lainnya yang
tidak sejalan dalam praktek penyelenggaraan Manajemen ASN.

Untuk itu dengan penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis Sistem Merit
menjadi fokus dalam pengembangan kompetensi SDM BPOM sesuai dengan
tugas fungsi PPSDM POM meliputi:

a. Menyusun standar kompetensi jabatan maupun standar kompetensi kerja
sebagai syarat pegawai untuk dapat duduk dalam jabatan atau
melaksanakan suatu pekerjaan, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Perundang-Undangan.

b. Melakukan penilaian / uji kompetensi, maupun sertifikasi kompetensi SDM
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kompetensi
jabatan maupun standar kompetensi kerja dan standar internasional.
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c. Pengembangan program, kurikulum, dan modul pembelajaran berjenjang
yang terstruktur dan terstandar bagi SDM pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan.

d. Pengembangan dan pelaksanaan program pengembangan talenta, baik
talenta generalis dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial
maupun talenta spesialis dengan expertise khusus bidang pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan.

e. Pengembangan dan pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional dengan
sertifikasi kompetensi untuk menghasilkan expertise bidang pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan

f. Mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran terintegrasi dengan
pelatihan non klasikal, mengoptimalkan teknologi melalui pembelajaran
online (e-learning, webinar, dll), serta penugasan dengan experiential
learning dan pendampingan melalui coaching dan mentoring kepegawaian.

g. Fasilitasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan (klasikal dan
nonklasikal), dan pendidikan program Sarjana (S1), Magister (S2), dan
Doktor (S3) bagi pegawai BPOM, serta pendampingan program pengajuan
beasiswa.

2. Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Digital.
Saat ini PPSDM POM telah menjadi Unit Pelayanan Publik (UPP), dimana untuk
memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat maupun kepada
pegawai BPOM, perlu ditingkatkan kualitas pelayanan PPSDM POM dengan
mengoptimalkan teknologi digital, serta Layanan Publik Inklusif Ramah
Disabilitas.

3. Pembangunan Budaya Pembelajaran (Learning Culture) dan Ekosistem
Pembelajaran (Learning Ecosystem) dengan Pembelajaran Terintegrasi.
Pembangunan budaya pembelajaran maupun ekosistem pembelajaran
merupakan kebutuhan utama dimana kebutuhan akan pembelajaran,
peningkatan literasi, dan terus bertumbuh menjadi lebih baik merupakan
kebutuhan intrinsik setiap pegawai alih-alih sebagai kewajiban, khususnya aspek
kompetensi dan kemampuan kerja pegawai. Di sisi lain, pembelajaran dilakukan
terintegrasi dengan pekerjaan, tidak terbatas dengan kelas-kelas pembelajaran
tetapi juga pembelajaran di tempat kerja dengan mendorong unit kerja untuk
merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pembelajaran
terintegrasi dengan pekerjaan di tempat kerja. Pengembangan kompetensi
dilaksanakan secara tailor made dengan kolaborasi dengan pemangku
kepentingan terkait untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam
pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM pengawasan sediaan farmasi
dan pangan olahan.

4. Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional PFM
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Sebagai amanat dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2024
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, PPSDM POM
selaku unit kerja pelaksana pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi
dan Makanan memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengembangan
Jabatan Fungsional PFM. Selain itu PPSDM POM akan memfasilitasi forum dan
publikasi jurnal ilmiah maupun buku terkait Pengawasan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan.

5. Pengelolaan Aset Pengetahuan BPOM sebagai Upaya Pembangunan
BPOM Corporate University.
Seiring dengan kebijakan organisasi dalam menempatkan SDM sebagai human
capital, maka perlu diiringi dengan pengelolaan aset berharga yang dimiliki SDM,
yaitu aset intelektual atau pengetahuan. Melalui penerapan manajemen
pengetahuan (knowledge management) di BPOM, maka PPSDM POM akan
berupaya untuk mengelola dan memperbanyak aset pengetahuan yang dimiliki
SDM BPOM maupun organisasi BPOM, dioptimalkan pemanfaatannya untuk
meningkatkan kompetensi SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan
olahan, sekaligus mendukung proses bisnis organisasi melalui sharing data /
pengetahuan / informasi, maupun sumber data / informasi dalam peningkatan
kinerja organisasi dan pengambilan keputusan strategis organisasi.

6. Sertifikasi Kompetensi SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan serta Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran
berbasis Kompetensi.

Dalam rangka memperluas cakupan pengawasan sediaan farmasi dan pangan

olahan melalui pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berbasis risiko

yang lebih efektif, profesional, dan berdampak kepada masyarakat. PPSDM

POM bersama LSP BPOM akan:

a. Penyusunan skema sertifikasi kompetensi SDM sediaan farmasi dan pangan
olahan.

b. Melaksanakan pengembangan kompetensi SDM sediaan farmasi dan
pangan olahan.

c. Melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi SDM sediaan farmasi dan
pangan olahan.

7. Pemenuhan Akreditasi Lembaga dan/atau Program Pelatihan Pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu sebagai lembaga pelatihan dan
pengembangan, PPSDM POM harus didukung kebutuhan sarana prasarana,
pemenuhan tenaga pengajar dan fasilitator pelatihan, yaitu para pejabat
fungsional Widyaiswara dan perangkat pelatihan dan pengembangan
kompetensi lainnya, seperti kurikulum, modul, serta perangkat dalam
perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengembangan kompetensi. Untuk itu
PPSDM POM mengusulkan untuk:
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a. Pembangunan sarana dan prasarana Pelatihan dan Pengembangan dengan
memanfaatkan fasilitas tanah yang disediakan untuk dibangun menjadi
sarana Pelatihan dan Pengembangan apabila tidak memungkinkan
pengadaan tanah dan gedung melalui APBN BPOM, serta memanfaatkan
tanah dan aset bangunan gedung yang dimiliki BPOM saat ini di daerah
untuk pengembangan kompetensi SDM pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan selanjutnya.

b. Menyusun program pengembangan kompetensi bagi Widyaiswara atau
fasilitator pelatihan, dan SDM pendukung pengembangan kompetensi
lainnya di PPSDM POM.

8. Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK dengan Optimalisasi Peran
Agen Perubahan.
Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPOM terbagi menjadi RB General dan RB
Tematik. PPSDM POM masuk ke dalam salah satu kegiatan RB General yaitu
sebagai koordinator pengelolaan budaya kerja di Lingkungan BPOM dengan
target indeks Core Values ASN BerAKHLAK yang penilaiannya dilaksanakan
oleh Kementerian PANRB.

9. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)/Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM).
Reformasi Birokrasi di PPSDM POM dilakukan melalui pembangunan Zona
Integritas menuju WBK / WBBM dengan cara secara konsisten melaksanakan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di PPSDM POM. Selain itu,
pembangunan Zona Integritas juga dilakukan dalam rangka optimalisasi dan
efektivitas penggunaan anggaran di PPSDM POM, tidak hanya anggaran yang
bersumber dari APBN, tetapi juga sumber lainnya yang sah menurut
perundang-undangan.

Tabel 11. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi PPSDM POM 2025-2029

Arah Kebijakan Strategi
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas | 1. Penguatan pengelolaan
pengujian  laboratorium,  analisis kompetensi SDM BPOM berbasis
kebijakan, dan transformasi digital sistem Merit.
dalam pengawasan sediaan farmasi | 2. Pembangunan Budaya
dan pangan olahan Pembelajaran (Learning Culture)

dan Ekosistem Pembelajaran
(Learning Ecosystem) dengan
Pembelajaran Terintegrasi.

3. Pembinaan dan pengembangan
Jabatan Fungsional PFM.
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Arah Kebijakan Strategi

4. Pengelolaan aset pengetahuan

BPOM sebagai upaya
pembangunan BPOM Corporate
University.

5. Sertifikasi kompetensi  SDM
pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan serta
pengembangan kurikulum dan
metode pembelajaran berbasis
kompetensi.

6. Pemenuhan Akreditasi Lembaga
dan/atau  Program  Pelatihan
Pengawasan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan.

7. Internalisasi Core Values ASN
BerAKHLAK dengan optimalisasi
peran Agen Perubahan.

Penguatan dukungan manajemen di | 1. Peningkatan Kualitas Layanan

bidang pengawasan sediaan farmasi Publik berbasis Digital.

dan pangan olahan serta peningkatan | 2. Pembangunan Zona Integritas
kualitas dan percepatan pelayanan menuju Wilayah Bebas Korupsi
publik berbasis elektronik. (WBK)/Wilayah Bersih Bebas

Melayani (WBBM).

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah
kebijakan dan strategi PPSDM POM juga dilaksanakan secara responsif gender dan
inklusi sosial.

Program dan strategi kerja dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan prioritas sebagai
berikut :

a. Penyusunan Standar/Peraturan/Pedoman/Dokumen/Skema/Perangkat/Soal
Penilaian Kompetensi, Sertifikasi Kompetensi, dan Pengembangan Kompetensi
Pegawai

Sebagai upaya mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 yang bertumpu
pada sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing global,
penyusunan standar, pedoman, peraturan, dan dokumen terkait penilaian
kompetensi, sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi menjadi hal
yang sangat penting.

Penilaian kompetensi yang terstandar, objektif, dan transparan menjadi pondasi
utama untuk memastikan bahwa seluruh pegawai BPOM memiliki kemampuan
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yang sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi untuk berkontribusi di tingkat
nasional dan internasional. Kegiatan ini meliputi penyusunan peraturan/petunjuk
teknis penyelenggaraan penilaian dan sertifikasi kompetensi, penyusunan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan penyusunan
skema/perangkat/soal penilaian dan sertifikasi kompetensi.

Standar dan pedoman memberikan acuan yang jelas dalam mengevaluasi
kompetensi SDM berdasarkan keterampilan, sikap, dan perilaku dalam
melaksanakan tugas. Proses penilaian yang berbasis standar tidak hanya
menjamin keadilan, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam
pengembangan kompetensi pegawai. Setiap pegawai akhirnya dapat dinilai
secara objektif berdasarkan kinerja dan kontribusi nyata, tanpa bias dan
subjektivitas yang dapat mengaburkan potensi pegawai.

Standar juga memastikan bahwa kompetensi pegawai relevan dengan
kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan global. Dalam
menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan transformasi digital, standar
membantu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang perlu diatasi melalui
program pengembangan yang berdasarkan pada kebutuhan. Dengan begitu,
pegawai dapat terus meningkatkan kapasitasnya untuk mendukung sektor
strategis pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Penerapan pedoman penilaian kompetensi juga memiliki peran penting dalam
menciptakan ASN yang profesional dan adaptif sebagai agen perubahan. ASN
yang kompeten dapat memberikan pelayanan publik berkualitas tinggi,
menjalankan kebijakan secara efektif, dan menjadi motor penggerak
pembangunan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan
ASN yang kompeten, cita-cita Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan efisien dapat tercapai.

Melalui penilaian dan pemetaan kompetensi, diketahui kesenjangan kompetensi
pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi. Kesenjangan perlu
dilakukan intervensi segera karena kompetensi pegawai menjadi salah satu
unsur krusial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Oleh karenanya,
penyusunan pedoman, program, kurikulum, modul, dan video pembelajaran
pengembangan kompetensi yang terstruktur dan terstandar menjadi salah satu
kegiatan prioritas PPSDM POM.

Penyusunan peraturan, standar, dan pedoman penilaian kompetensi maupun
pengembangan kompetensi memudahkan BPOM dalam mengelola SDM
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara lebih efektif dan
efisien. Dengan adanya panduan yang terstruktur, BPOM dapat memetakan
kebutuhan pelatihan dan merencanakan pelatihan yang tepat sasaran.
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Lebih lanjut, penyusunan pedoman, kurikulum, modul, dan video pembelajaran
pengembangan kompetensi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses
pengawasan. Pegawai yang terlatih dengan baik akan mampu melakukan
pengawasan secara lebih tepat dan profesional. Risiko produk berbahaya masuk
ke pasar dapat diminimalkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman
kesehatan. Pelatihan berdasarkan standar juga membantu BPOM menghadapi
tantangan global, seperti tuntutan untuk mengimplementasikan standar nasional
dan internasional dalam era globalisasi. Kompetensi spesifik juga dibutuhkan
dalam menghadapi tantangan global ke depan oleh karena itu selain kompetensi
jabatan diperlukan juga kompetensi-kompetensi spesifik dalam bentuk
spesialisasi jabatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

b. Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Pegawai

Penilaian dan pemetaan kompetensi pegawai merupakan pondasi penting dalam
manajemen SDM yang berbasis kompetensi, khususnya dalam mendukung
pencapaian tujuan strategis BPOM. Dengan mengacu pada standar, pedoman,
dan peraturan yang telah ditetapkan, BPOM melaksanakan penilaian
kompetensi bagi seluruh pegawai secara berkala di berbagai unit kerja,
termasuk BPOM Pusat, Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM yang
tersebar di seluruh Indonesia. Proses ini menjadi langkah kunci untuk
mengoptimalkan pengelolaan SDM pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan secara terarah dan efektif.

Penilaian kompetensi dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara
kompetensi individu dengan Standar Kompetensi Jabatan. Hasil dari penilaian
kompetensi memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan
pegawai, seperti pelatihan, program coaching, mentoring, counseling, dan
penugasan khusus. Selain itu, hasil penilaian kompetensi menjadi dasar penting
dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karier, penempatan
jabatan, dan kebutuhan manajemen SDM lainnya, sehingga memastikan
pegawai berada pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Penilaian ini
juga mendukung pengelolaan talenta melalui penempatan pegawai dalam 8
kotak matriks SDM yang memadukan hasil penilaian kinerja dan potensi.

Proses ini memungkinkan BPOM untuk mengidentifikasi talenta terbaik sekaligus
memberikan perhatian khusus pada pengembangan pegawai dengan potensi
tinggi. Dengan demikian, penilaian kompetensi tidak hanya menjadi alat
evaluasi, tetapi juga strategi pengelolaan talenta yang berkelanjutan untuk
meningkatkan efektivitas organisasi, khususnya di bidang pengawasan sediaan
farmasi dan pangan olahan.

BPOM memastikan bahwa penilaian kompetensi berjalan efektif, transparan, dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan penilaian/uji kompetensi
dilakukan secara sistematis oleh asesor yang berasal dari berbagai unit kerja,
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termasuk pegawai PPSDM POM, unit teknis di lingkungan BPOM, serta Jabatan
Fungsional Asesor SDM Aparatur dari instansi pemerintah lainnya. Proses ini
mencakup beberapa tahapan meliputi:

1) Perencanaan dan persiapan penilaian/uji kompetensi

2) Pengambilan data penilaian/uji kompetensi

3) Pemberian nilai dan rapat penetapan nilai (assessor meeting)

4) Penyusunan laporan individu dan/atau pengumuman hasil

5) Evaluasi pelaksanaan penilaian/uji kompetensi

Penilaian kompetensi mendorong perwujudan pengelolaan SDM BPOM yang
lebih terstruktur, berbasis data, dan mendukung kinerja organisasi. Penilaian
kompetensi tidak hanya memberikan manfaat bagi individu dalam
mengembangkan potensinya, tetapi juga memperkuat peran BPOM dalam
menjamin mutu pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di seluruh
Indonesia.

c. Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Pelatihan
(Diklat)/Workshop/Bimtek/Seminar/Penugasan
Produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan
berkhasiat/bermanfaat nan yang dikonsumsi masyarakat sangat bergantung
pada pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan oleh
BPOM secara cermat dan telit. Dengan pengembangan kompetensi yang
berkelanjutan, pegawai BPOM dapat memahami dan mengidentifikasi potensi
risiko terkini terkait produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di
pasaran. Pengembangan kompetensi secara berkala memungkinkan pegawai
untuk melakukan penilaian yang lebih akurat dan cepat dalam mendeteksi
produk-produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta
melakukan tindakan yang tepat dalam merespons permasalahan yang terjadi
dalam pekerjaan.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan industri, BPOM juga harus siap
menghadapi tantangan baru dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan
olahan. Inovasi dalam produksi obat, bahan baku makanan, hingga teknologi
pengujian memerlukan pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang
terus diperbarui. Pengembangan kompetensi dalam hal ini meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan terkait kepemimpinan dan pengambilan
keputusan, metode kerja terkini, serta regulasi yang berlaku di tingkat nasional
dan internasional. Hal ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dalam
menjalankan tugasnya, memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara
terstandar dan sesuai perkembangan zaman.

Dengan tanggung jawab besar BPOM dalam memastikan kepatuhan Indonesia
terhadap standar internasional yang berlaku, BPOM perlu secara konsisten dan
terus menerus melakukan peningkatan pengetahuan standar terkini dan
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menghasilkan expertise bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan
olahan. Pengembangan kompetensi dapat menjadi kegiatan agar regulasi yang
digunakan BPOM dapat sesuai dan diharmonisasikan dengan pedoman dan
standar internasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi
Indonesia di kancah internasional.

Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di lingkungan BPOM meliputi:

1) Pelatihan Kepemimpinan untuk pimpinan yang memangku Jabatan
Struktural.

2) Pelatihan Fungsional untuk pegawai yang memangku Jabatan Fungsional.

3) Pelatihan Teknis—terkait bisnis proses dan teknis pelaksanaan tugas—untuk
seluruh pegawai.

4) Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural-terkait kemampuan manajerial dan
kepemimpinan—untuk seluruh pemangku jabatan.

5) Pelatihan Luar Negeri—terkait kemampuan teknis sesuai perkembangan
terkini di dunia—untuk key person pengawasan sediaan farmasi dan pangan
olahan .

6) Pelatihan Dasar CPNS, Orientasi CPNS, dan Orientasi PPPK-terkait
pemahaman proses bisnis pemerintahan, internalisasi core values
BerAKHLAK, dan sosialisasi/orientasi bisnis proses BPOM-untuk CPNS dan
PPPK (pegawai baru).

7) Workshop/Bimtek/Seminar/Penugasan— metode pembelajaran berbasis
kompetensi termasuk penugasan dengan experiential learning terkait
pelaksanaan tugas teknis dan manajerial-untuk seluruh pegawai.

Selain melalui kegiatan tersebut, pembangunan budaya pembelajaran dan
ekosistem pembelajaran melalui pembelajaran terintegrasi terus dikembangkan.
BPOM juga terus berinovasi dengan mengembangkan platform pengembangan
kompetensi secara digital melalui learning management system berupa
Integrated  Development and Training Information System (IDEAS,
https://ppsdm.pom.go.id/ideas) serta knowledge management berupa Sistem
Informasi Manajemen Pengetahuan dan Informasi (SIMPONI,
https://ppsdm.pom.go.id/panel/knowledge-management). Platform ini
memastikan bahwa seluruh pegawai BPOM dan masyarakat dapat
meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang terkini dan mutakhir terkait
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta dukungan manajemen
secara cepat tanpa dibatasi tempat dan waktu pelatihan.

Dalam rangka mendukung transformasi PPSDM POM upaya pembangunan
BPOM Corporate University, dilakukan penerapan manajemen pengetahuan
(knowledge management) di BPOM. PPSDM POM mengelola dan
memperbanyak aset pengetahuan yang dimiliki SDM BPOM maupun organisasi
BPOM, agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan
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kompetensi SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, sekaligus
mendukung proses bisnis organisasi melalui sharing data / pengetahuan /
informasi, maupun sumber data / informasi dalam peningkatan kinerja organisasi
dan pengambilan keputusan strategis organisasi.

d. Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan Lanjutan
Selain memberikan fasilitasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan
(klasikal dan non klasikal), BPOM juga memfasilitasi pendampingan program
pengajuan beasiswa bagi pegawai BPOM yang akan menempuh pendidikan
lanjutan program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3).

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kedokteran, farmasi, bioteknologi, keamanan pangan, dan manajemen
organisasi, pengetahuan yang dimiliki oleh para petugas BPOM harus terus
diperbarui. Pendidikan lanjutan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang
perkembangan terbaru pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Dengan pendidikan yang lebih tinggi, para pegawai BPOM akan lebih terampil
dalam menggunakan teknologi terbaru dalam analisis laboratorium, memahami
bahan-bahan baru dalam produk sediaan farmasi dan pangan olahan, serta
mampu mengevaluasi risiko yang lebih kompleks yang mungkin tidak
teridentifikasi dengan pengetahuan yang terbatas. Kegiatan ini meliputi
pembiayaan pendidikan lanjutan dalam negeri dan sosialisasi/fasilitasi
pendidikan lanjutan luar negeri.

Pendidikan lanjutan juga dapat membantu memperkuat pemahaman tentang
regulasi internasional yang semakin berkembang. Standar global dalam
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terus berubah seiring dengan
kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, pegawai
BPOM akan lebih siap untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur
pengawasan yang sesuai dengan regulasi internasional seperti yang ditetapkan
oleh World Health Organization (WHO) dan Codex Alimentarius.

Pendidikan tinggi memberikan bekal dalam aspek manajerial, analisis,
komunikasi, dan pengambilan keputusan, yang penting dalam menjalankan
tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta dukungan
manajemen. Pegawai BPOM yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih
tinggi akan mampu mengidentifikasi potensi risiko dengan lebih cepat dan
akurat, serta merumuskan solusi yang lebih tepat untuk mengatasi masalah
yang muncul. Pegawai yang telah mengikuti pendidikan lanjutan juga akan lebih
percaya diri dalam berinteraksi dengan berbagai pihak, baik itu pemangku
kepentingan, industri farmasi dan pangan, maupun lembaga pengawas
internasional. Kemampuan ini sangat penting dalam menjaga transparansi dan
kredibilitas BPOM, serta dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan
dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia industri.
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Pentingnya peningkatan pendidikan dalam pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan juga terlihat dalam upaya untuk menghadapi tantangan baru,
seperti munculnya produk sediaan farmasi dan pangan olahan dan pelanggaran
yang lebih kompleks, serta berkembangnya teknologi digital dalam pengujian
dan pelaporan. Melalui pendidikan lanjutan, BPOM dapat mengembangkan
kapasitasnya untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, sehingga
pengawasan tetap berjalan dengan efisien dan berbasis pada teknologi terbaru.

e. Pengembangan Kompetensi SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan
Pentingnya pengembangan SDM dalam pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan menjadi prioritas strategis untuk menjamin keamanan dan mutu
pangan yang beredar di masyarakat. BPOM sebagai lembaga yang bertanggung
jawab terhadap pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, terus
memperluas jangkauan pengawasannya dengan melibatkan pegawai-pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjawab
tantangan permasalahan keamanan pangan yang masih sering ditemukan,
khususnya di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai produsen pangan,
serta di lingkungan masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018
tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan
Makanan di Daerah, BPOM memiliki mandat untuk memberikan bimbingan
teknis, supervisi, serta mengoordinasikan pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan bersama instansi terkait di daerah.

Dalam rangka mendukung mandat dalam peraturan yang berlaku,
pengembangan SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
dilakukan melalui program Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan dan Pelatihan
Pengawas Pangan Daerah (District Food Inspector). Program ini bertujuan
mencetak tenaga penyuluh dan pengawas pangan daerah yang kompeten
dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan pengawasan langsung di lapangan.
Penyuluh dan pengawas yang kompeten memiliki peran penting dalam
melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tidak memenuhi persyaratan,
sekaligus meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen akan pentingnya
keamanan pangan.

Dengan adanya pengembangan SDM ini, Pemerintah Daerah tidak hanya
memiliki tenaga yang kompeten untuk mendukung BPOM dalam mengawasi
peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga memperkuat
koordinasi lintas sektor di tingkat lokal. Sinergi ini diharapkan mampu menjawab
tantangan keamanan pangan yang kompleks, meningkatkan kualitas hidup
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masyarakat, dan mewujudkan sistem pengawasan yang lebih efektif dan
berdaya guna.

f. Sertifikasi SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sertifikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan karena pengawasan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini tidak
hanya berada di tangan BPOM tetapi juga melibatkan lintas sektor. Model
sinergisme ini mengintegrasikan peran berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha,
masyarakat, lembaga non-pemerintah, pemerintah, akademisi, hingga media.
Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pengawasan
yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Proses sertifikasi dilakukan secara sistematis, objektif, dan terukur melalui
serangkaian uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) BPOM. Lembaga ini telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga sertifikasi yang diberikan memiliki legitimasi
dan kredibilitas tinggi.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPOM melaksanakan sertifikasi kompetensi
bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan akademisi yang telah
diberikan Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan dan Pelatihan Pengawas
Pangan Daerah (District Food Inspector) maupun pegawai yang berpengalaman
dalam pengawasan pangan di daerah.

Sertifikasi dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu yang berkontribusi
dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan memiliki kompetensi
yang terstandar, baik secara nasional maupun internasional. Program sertifikasi
ini tidak hanya ditujukan untuk SDM internal BPOM, tetapi juga melibatkan
masyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian penting dalam kerangka
pemberdayaan masyarakat (community empowerment).

Keberadaan sertifikasi memberikan nilai tambah yang signifikan. Pertama,
sertifikasi memastikan bahwa SDM yang terlibat memiliki keahlian spesifik yang
sesuai dengan standar yang berlaku. Kedua, sertifikasi menjadi jaminan mutu
bagi pelaksanaan pengawasan, di mana SDM yang bersertifikat dapat
menjalankan tugasnya dengan kompeten dan profesional. Sertifikasi juga
mendorong terciptanya sinergi yang lebih solid antara BPOM dan berbagai pihak
terkait, seperti masyarakat dan pelaku usaha.

Selanjutnya, dengan SDM yang tersertifikasi, kepercayaan masyarakat terhadap
sistem pengawasan yang ada dapat lebih meningkat. Masyarakat akan lebih
yakin jika pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten. Terakhir,
sertifikasi yang berbasis pada standar nasional dan internasional memungkinkan
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pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia dapat
beradaptasi dengan perkembangan regulasi yang ada, serta meningkatkan daya
saing SDM Indonesia yang tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat
global.

g. Penguatan Core Values ASN BerAKHLAK

Penguatan Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) merupakan langkah
strategis untuk mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus
meningkatkan kualitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Nilai-nilai dasar ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku bagi setiap pegawai,
tetapi juga menjadi landasan utama dalam membangun budaya kerja yang
profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam lingkup
BPOM.

PPSDM POM memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa
nilai-nilai BerAKHLAK menjadi pedoman utama dalam setiap aspek kinerja
pegawai BPOM. PPSDM POM menyelenggarakan kegiatan untuk memperkuat
dan membudayakan Core Values ASN BerAKHLAK melalui kegiatan-kegiatan
internalisasi dan sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK, pengelolaan
pimpinan dan agen perubahan, monitoring dan evaluasi program-program agen
perubahan, serta pengelolaan survei BerAKHLAK.

Internalisasi dan sosialisasi Core Values BerAKHLAK merupakan langkah
fundamental dalam memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami
secara konseptual, tetapi juga diterapkan sebagai pedoman utama dalam
pelaksanaan tugas pegawai. Nilai Berorientasi Pelayanan menanamkan
komitmen pegawai untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,
khususnya dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang timbul
akibat peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman.
Nilai Akuntabilitas menuntut pegawai untuk bertindak transparan dan
bertanggung jawab dalam setiap proses pengawasan, mulai dari pengambilan
keputusan hingga pelaporan hasil. Selain itu, nilai Kompeten menjadi dasar
untuk mendorong pegawai terus meningkatkan keahlian dan pemahaman
mereka, sehingga mampu menjawab tantangan dalam pengawasan yang kian
berkembang, seperti isu teknologi pangan, distribusi produk ilegal, atau
penyimpangan regulasi.

Pimpinan dan Agen Perubahan menjadi motor utama dalam menggerakkan
transformasi budaya kerja di lingkungan BPOM. Pimpinan memiliki peran
sebagai teladan yang menunjukkan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai
BerAKHLAK, sekaligus memberikan inspirasi kepada pegawai untuk bekerja
dengan berintegritas dan profesional. Sementara itu, Agen Perubahan bertindak
sebagai penggerak inovasi dan katalisator penyebaran nilai-nilai ini ke seluruh
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unit kerja, baik di pusat maupun daerah. Untuk memastikan keberlanjutan dan
dampak program-program agen perubahan, PPSDM POM melakukan
monitoring dan evaluasii PPSDM POM mengevaluasi dampak program
perubahan tersebut terhadap peningkatan efektivitas tata kelola unit kerja, baik
dalam aspek administratif maupun pelayanan nyata kepada masyarakat.

Survei BerAKHLAK melengkapi upaya ini dengan menyediakan gambaran
objektif mengenai sejauh mana Core Values ASN BerAKHLAK telah
membudaya dan diinternalisasikan oleh pegawai. Hasil survei ini tidak hanya
menjadi tolok ukur keberhasilan program, tetapi juga menjadi alat untuk
memahami persepsi, aspirasi, dan kebutuhan pegawai dalam mendukung tugas
dan fungsi BPOM. Survei ini juga memberikan umpan balik untuk memperoleh
pendekatan yang tepat dalam menginternalisasikan Core Values ASN
BerAKHLAK sehingga lebih relevan dan berdampak langsung pada kinerja
individu maupun organisasi.

h. Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan BPOM memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan
yang mendukung tugas dan fungsi BPOM terkait keamanan, mutu, dan manfaat
sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Sebagai pusat informasi dan
literasi, Perpustakaan BPOM melayani akses terhadap sumber daya
pengetahuan yang relevan, kredibel, dan mutakhir, yang menjadi dasar dalam
pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara efektif.
Perpustakaan BPOM juga memegang peran yang krusial dalam memberikan
pelayanan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan, mutu,
dan manfaat sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM membutuhkan
data ilmiah, regulasi internasional, penelitian terbaru, serta laporan kasus yang
dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based
decision making). Perpustakaan BPOM berperan dalam melayani penyediaan
akses ke artikel ilmiah, buku, dokumen, referensi, serta basis data terkait standar
keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini memungkinkan pegawai
BPOM untuk selalu memperbarui pengetahuan terkait perkembangan teknologi,
bahan baku, metode analisis, hingga potensi risiko yang dapat timbul dari produk
sediaan farmasi dan pangan olahan.

Perpustakaan BPOM sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi
sumber daya manusia. Pegawai dapat melakukan pencarian, pemanfaatan, dan
evaluasi dengan menggunakan informasi yang disediakan perpustakaan BPOM.
Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan sediaan farmasi
dan pangan olahan dilakukan dengan dasar keilmuan yang kokoh dan sesuai
regulasi yang berlaku.
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Sebagai pusat informasi yang terpercaya, perpustakaan BPOM menjadi
jembatan antara ilmu pengetahuan yang kompleks dengan kebutuhan
masyarakat akan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Perpustakaan
BPOM menjadi rujukan penting yang menyediakan data dan fakta berbasis
ilmiah, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pengetahuan yang valid
dan relevan untuk menghindari informasi palsu/hoax.

Perpustakaan BPOM dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari
berbagai latar belakang. Koleksi buku, artikel, hingga laporan yang tersedia di
perpustakaan BPOM memberikan wawasan tentang berbagai isu penting,
seperti bahaya penggunaan produk ilegal, pentingnya melakukan Cek KLIK, dan
pedoman penggunaan obat yang tepat. Perpustakaan BPOM membantu
masyarakat memahami risiko yang terkait dengan produk yang tidak memenuhi
standar keamanan.

Mengikuti perkembangan zaman yang serba digital, perpustakaan BPOM
menyediakan akses informasi yang terdigitalisasi, inklusif, dan ramah pengguna.
Perpustakaan BPOM membuka akses kepada publik melalui portal
https://perpustakaan.pom.go.id/. Masyarakat dari berbagai daerah dapat dengan
mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung
ke perpustakaan BPOM di Jakarta. Hal ini mendukung upaya BPOM dalam
menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Indonesia untuk
meningkatkan kesadaran tentang keamanan sediaan farmasi dan pangan
olahan.

i. Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
Sebagai amanat dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2024
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOM
merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional PFM. PPSDM POM ditunjuk
sebagai unit pelaksana pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan
Makanan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan Jabatan
Fungsional PFM. Ada beberapa tugas instansi Pembina antara lain :1)
Menyusun pedoman formasi jabatan fungsional; 2) Menyusun standar
kompetensi jabatan fungsional; 3) Menyusun petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis jabatan fungsional; 4) Menyusun standar kualitas hasil kerja dan
pedoman penilaian kualitas hasil kerja; 5) Menyusun pedoman penulisan karya
tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas jabatan fungsional; 6)
Menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional; 7) Menyelenggarakan
pelatihan jabatan fungsional; 8) Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada Lembaga pelatihan; 9) Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan
fungsional; 10) Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas
jabatan fungsional; 11) Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis jabatan fungsional; 12) Mengembangkan sistem informasi
jabatan fungsional; 13) Memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan
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fungsional; 14) Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional;
15) Memfasilitasi penyusunan kode etik dan kode perilaku jabatan fungsional;
16) Melakukan akreditasi pelatihan fungsional; 17) Melakukan pemantauan dan
evaluasi penerapan jabatan fungsional di seluruh Instansi Pemerintah pengguna
jabatan fungsional; 18) Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam
rangka pembinaan karier jabatan fungsional; dan 19) Menyusun informasi faktor
evaluasi jabatan untuk evaluasi jabatan. Selain itu PPSDM POM akan
memfasilitasi forum dan publikasi jurnal ilmiah maupun buku terkait sediaan
farmasi dan pangan olahan.

j. Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Penyelenggara Penilaian
Kompetensi, dan Perpustakaan
Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan,
kualitas dan mutu penyelenggaraan penilaian kompetensi, akreditasi merupakan
suatu alat untuk menjamin mutu PPSDM POM dalam melakukan
pengembangan kompetensi maupun pelatihan kompetensi. Selain itu, akreditasi
akan diperluas ke lingkup perpustakaan.

PPSDM POM sudah terakreditasi sebagai lembaga pengakreditasi program
pelatihan teknis dan fungsional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan. Oleh karena itu setiap tahunnya PPSDM POM melakukan
akreditasi dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pelatihan di luar BPOM
dalam penyelenggaraan pelatihan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan
pangan olahan.

Sebagai lembaga penyelenggara penilaian kompetensi yang terakreditasi oleh
Badan Kepegawaian Negara, PPSDM POM juga akan terus mengawal
penerapan mutu dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi melalui
perbaikan berkelanjutan serta mempertahankan kelayakan sebagai lembaga
penyelenggara penilaian yang kredibel dan terakreditasi.

k. Pengelolaan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Pengelolaan tata kelola pemerintahan yang optimal di PPSDM POM merupakan
kunci dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, dan berdaya
saing tinggi. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI)
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM),
pengelolaan akuntabilitas kinerja dan anggaran, penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T), serta penerapan Sistem
Manajemen Terintegrasi (SMT). Kegiatan ini mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi PPSDM POM secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM merupakan salah satu
langkah utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui pembangunan ZI, PPSDM POM
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berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang berintegritas, dengan
menanamkan budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai transparansi dan
akuntabilitas. Implementasi ZI mencakup reformasi birokrasi pada area
perubahan meliputi manajemen perubahan, penataan manajemen SDM
Aparatur, peningkatan akuntabilitas, penataan tata laksana, penguatan
pengawasan internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya ini juga
didukung oleh keterlibatan seluruh pegawai dalam mendukung keberhasilan ZI
sebagai wujud nyata reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

PPSDM POM sebagai Unit Pelayanan Publik sejak tahun 2024, terus
berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka
memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat maupun pegawai
BPOM. Hal ini meliputi review standar pelayanan atas jenis layanan di PPSDM
POM. Adapun jenis layanan yang dimaksud mencakup layanan pemberian
umpan balik hasil penilaian kompetensi, penyelenggaraan pengembangan
kompetensi, sertifikasi kompetensi, penyelenggaraan praktek kerja profesi
apoteker/praktek kerja lapangan, dan layanan perpustakaan. PPSDM POM
berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui forum komunikasi
publik dalam rangka memperoleh masukan dari publik mengenai suatu kebijakan
(mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana
mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk
melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya PPSDM POM dapat
menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir
dampak kebijakan yang akan merugikan publik.

Terwujudnya budaya pelayanan prima, juga menjadi komitmen PPSDM untuk
menjaga dan meningkatkan indeks kepuasan pelanggan melalui pengembangan
kompetensi petugas pelayanan publik, mengembangkan inovasi pelayanan
publik,optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik, pengembangan layanan
publik inklusif ramah disabilitas, pengelolaan konsultasi dan pengaduan
masyarakat.

Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja dan anggaran, PPSDM POM
menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja untuk memastikan bahwa
setiap program dan kegiatan organisasi dilaksanakan dengan efisiensi dan
memberikan hasil yang signifikan. Penyusunan perencanaan kinerja yang
terintegrasi dengan anggaran memungkinkan pengelolaan sumber daya
organisasi yang lebih optimal. Proses ini juga didukung oleh pelaporan kinerja
yang transparan dan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, sehingga publik
dapat memantau capaian organisasi secara terbuka.

Sementara itu, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
(SPIP-T), yang merupakan pengendalian intern terintegrasi dengan manajemen
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risiko, menjadi landasan dalam menjaga efektivitas pengelolaan organisasi.
SPIP-T membantu PPSDM POM memitigasi risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan strategis, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses
operasional berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan
pendekatan = manajemen risiko, organisasi mampu  mengidentifikasi,
menganalisis, dan mengelola potensi risiko secara proaktif, sehingga
menciptakan tata kelola yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan.

Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) menjadi pondasi penting dalam
penguatan tata kelola pemerintahan PPSDM POM. Sistem ini memastikan setiap
proses kerja berjalan secara terstruktur, efektif, dan efisien, sesuai dengan
standar yang ditetapkan. Dengan penerapan SMT, PPSDM POM dapat
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan konsistensi dalam pelaksanaan
tugas, terutama dalam pengembangan kompetensi SDM yang mendukung
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu, sistem ini juga
memfasilitasi perbaikan berkelanjutan, sehingga unit kerja mampu merespons
tantangan pengawasan dengan lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada
perlindungan masyarakat.

Melalui sinergi antara pembangunan Zl, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan
anggaran, penerapan SPIP-T, serta penerapan SMT, PPSDM POM berupaya
menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, efektif, dan
terpercaya. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung peningkatan kualitas
layanan publik, tetapi juga memperkuat peran PPSDM POM sebagai institusi
yang berkontribusi signifikan dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang aman dan bermutu untuk masyarakat Indonesia.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja
Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2025-2029 serta mencapai visi dan misi BPOM, PPSDM POM
memiliki sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagaimana tercantum dalam Tabel
10 sebagai berikut.

Tabel 12. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja PPSDM POM Tahun 2025-2029

Sasaran Sasaran Kegiatan Indikator Target
Strategis PPSDM POM (Tahun)
BPOM
SS 1-5 SK 1 | Meningkatnya 1.1 | Persentase SDM | 2025: 88
Kompetensi Pengawasan Sediaan | 2026: 89
SDM Farmasi dan Pangan | 2027: 90
Pengawasan Olahan yang Memenuhi | 2028: 91
Sediaan Farmasi Standar Kompetensi 2029: 92
dan Pangan (dalam
Olahan persentase)
1.2 | Persentase SDM BPOM [ 2025: 70
yang dikembangkan | 2026: 75
kompetensinya  sesuai | 2027: 80
dengan perencanaan 2028: 85
2029: 90
(dalam
persentase)
1.3 | Indeks BerAKHLAK 2025: 65
2026: 67
2027: 68
2028: 69
2029: 70
(dalam
indeks)
SS 6 SK 2 | Layanan Publik [ 2.1 | Indeks Pelayanan Publik | 2025: 4,05
PPSDM  POM PPSDM POM 2026: 4,15
yang Prima 2027: 4,25
2028: 4,35
2029: 4,51
(dalam
indeks)
SS7 SK 3 | Terwujudnya 3.1 [ Nilai Pembangunan Z| | 2025: 88,50
Tata Kelola PPSDM 2026: 88,75
pemerintah yang 2027: 89,00
optimal PPSDM 2028: 89,25
2029: 89,50
3.2 | Nilai AKIP PPSDM 2025: 80,15
2026: 81,00
2027: 81,50
2028: 82,00
2029: 82,50
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Sasaran Sasaran Kegiatan Indikator Target
Strategis PPSDM POM (Tahun)
BPOM

3.3 | Nilai Kinerja Anggaran | 2025:
PPSDM 2026:
2027:
2028:
2029:

3.4 | Indeks Manajemen | 2025: 3,05
Risiko PPSDM 2026: 3,10
2027: 3,15
2028: 3,20
2029: 3,25
(dalam

indeks)

(&) 61 NS, &)

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan pengembangan kompetensi
SDM pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan dibutuhkan anggaran yang
memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk periode 5 (lima) tahun ke
depan dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 13. Kerangka Pendanaan PPSDM POM 2025-2029 berdasarkan Program

Alokasi (dalam juta rupiah)
Program

2026 2027 2028 2029

Program Dukungan Manajemen

Pengembangan 34.806 40.027 46.031 52.936 60.876
SDM Aparatur
BPOM

34.806 40.027 46.031 52.936 60.876

Tabel 14. Kerangka Pendanaan PPSDM POM 2025-2029 berdasarkan Sumber
Dana

Alokasi (dalam juta rupiah)

Sumber Dana

2026 2027 2028
Rupiah  Murni 34.806 40.027 46.031 52.936 60.876
(RM)
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Alokasi (dalam juta rupiah)
Sumber Dana

2027 2028

Penerimaan
Negara Bukan
Pajak (PNBP)

34.806 40.027 46.031 52.936 60.876
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) Tahun 2025-2029 ini disusun
sebagai pedoman strategis dalam mendukung visi, misi, dan tujuan strategis Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama 5 (lima) tahun ke depan. Garis-garis
besar kebijakan pelaksanaan kegiatan PPSDM POM telah dituangkan dalam
Rencana Strategis ini. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk
melakukan penyesuaian dan perubahan selama pelaksanaan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis PPSDM POM tergantung pada
kesiapan SDM, komitmen unit kerja yang terlibat, perubahan peraturan, dan
komitmen supra sistem, rencana pelaksanaan kegiatan, koordinasi antar fungsi di
PPSDM POM, dll. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis
ini, mekanisme evaluasi dan monitoring terhadap proses pelaksanaannya akan
dilakukan secara berkala menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan
minimal 4 (empat) kali setahun dalam evaluasi triwulanan, serta mengidentifikasi
kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk
penyempurnaan program. Proses evaluasi ini tidak hanya mendukung akuntabilitas,
tetapi juga memastikan bahwa PPSDM POM mampu beradaptasi terhadap dinamika
kebutuhan dan tantangan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Evaluasi keberhasilan pencapaian akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja.

Melalui dokumen ini, PPSDM POM berkomitmen untuk terus mendukung
pengembangan SDM yang kompeten, profesional, dan inovatif, demi terwujudnya
pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang bermutu, aman, dan
terpercaya. Semoga Rencana Strategis PPSDM POM ini dapat memberikan
kontribusi pada pencapaian Rencana Strategis BPOM dan mewujudkan visi, misi,
dan tujuan BPOM yang selaras dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Kepala Pusat Pengembangan SDM
Pengawas Obat dan Makanan,

Ali Muharam
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 15. Matriks Kinerja dan Pendanaan PPSDM POM 2025-2029

Alokasi

(dalam juta rupiah) L

Organisasi
2025 2026 2027 2028 2029 Felaksana

Program /
Kegiatan

Sasaran Kegiatan / Indikator Lokasi

Pengembangan SDM Aparatur BPOM 34.806 | 40.027 | 46.031 | 52.936 | 60.876

SK 1 Meningkatnya kompetensi
SDM Pengawasan
Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan

IKK 1.1 | Persentase SDM Pusat 88% 89% 90% 91% 92% PPSDM
Pengawasan Sediaan
Farmasi dan Pangan
Olahan yang memenuhi
Standar Kompetensi

IKK 1.2 | Persentase SDM BPOM Pusat 70% 75% 80% 85% 90% PPSDM
yang dikembangkan
kompetensinya sesuai
dengan perencanaan

IKK 1.3 | Indeks BerAKHLAK Pusat 65 67 68 69 70 PPSDM
RO 1 Layanan Pendidikan dan 2.721 2.993 3.292 3.621 3.983

Pelatihan orang orang orang orang orang

RO 2 SDM Pengawasan Sediaan 648 712 783 861 947

Farmasi dan Pangan Olahan yang orang orang orang orang orang

dinilai dan disertifikasi sesuai
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Alokasi

(dalam juta rupiah) Lt

Organisasi
2025 2026 2027 2028 2029 Pelaksana

Program /
Kegiatan

Sasaran Kegiatan / Indikator Lokasi

standar
RO 3 Layanan Pendidikan dan 5 5 5 5 5
Pelatihan - Struktural orang orang orang orang orang

Kepemimpinan Pratama

RO 4 Layanan Pendidikan dan 3 3 3 3 3
Pelatihan - Struktural orang orang orang orang orang
Kepemimpinan Administrator

RO 5 Layanan Pendidikan dan 9 9 9 9 9
Pelatihan - Struktural orang orang orang orang orang
Kepemimpinan Pengawas

SK 2 Layanan Publik PPSDM
POM yang prima

IKK 2.1 | Indeks Pelayanan Publik Pusat 4,05 4,15 4,25 4,35 4,51 PPSDM
PPSDM POM

RO 1 Layanan Perpustakaan yang 1 1 1 1 1

diselesaikan layanan | layanan | layanan | layanan | layanan

SK3 Terwujudnya tata kelola
pemerintah yang optimal
PPSDM

IKK 3.1 | Nilai Pembangunan ZI Pusat 88,50 88,75 89,00 89,25 89,50 PPSDM
PPSDM

IKK 3.2 | Nilai AKIP PPSDM Pusat 80,15 81,00 81,50 82,00 82,50 PPSDM
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Alokasi

Program / (dalam juta rupiah) Sl
Kegiatan Sasaran Kegiatan / Indikator Lokasi ) P Organisasi
2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 elaksana
IKK 3.3 | Nilai Kinerja Anggaran Pusat 5 5 5 5 5 PPSDM
PPSDM
IKK 3.4 | Indeks Manajemen Resiko Pusat 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 PPSDM
PPSDM
RO 1 Layanan BMN 1 1 1 1 1
layanan | layanan | layanan | layanan | layanan
RO 2 Layanan Organisasi dan Tata 1 1 1 1 1
Kelola Internal layanan | layanan | layanan | layanan | layanan
RO 3 Layanan Perkantoran 1 1 1 1 1
layanan | layanan | layanan | layanan | layanan
RO 4 Perangkat Pengolah Data dan 8 8 8 8 8
Komunikasi unit unit unit unit unit
RO 5 Layanan Sarana Internal 3 3 3 3 3
unit unit unit unit unit
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